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ABSTRAKSI 
Saratnya nilai-nilai sosial sebagai tatanan nilai, norma dan etika dalam 
kehidupan masyarakat, menjadikan sebagai stimulus pembentuk proses sosial 
bahkan dalam kehidupan politik lokal setempat. Dari penjelasan tentang konsep 
kekuasaan dan sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan 
khususnya di Kabupaten Gowa (Tompobulu) mengindikasikan sebuah proses 
sosial yang bernilai luhur yang semenjak dahulu hingga beberapa zaman berikutnya  
tetap dipegang teguh sebagai nilai bersama tetapi dalam proses waktu mengalami 
sebuah dinamika khususnya dalam konteks politik misalnya saja tentang 
rasionalisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap menentukan sosok dan kriteria 
pemimpin atau penyelenggara kekuasaan, hal ini pula berhubungan dengan pola 
patron klien yang terjadi seiring waktu dan bentuk dinamikanya. Penjelasan tentang 
pada periode tertentu terjadi pelapisan golongan sosial beserta implikasi dari 
pembentukan strata sosial seperti halnya dalam kepercayaan masyarakat terhadap 
golongan penguasa dan yang menjadi rakyat biasa atau pengikutnya, masyarakat 
dulu meyakini bahwa seseorang yang dipilih atau diangkat menjadi penguasa 
adalah berasal dari kaum Aristokrat/bangsawan sampai pada hal penentuan pilihan 
masyarakat dalam pemilihan kepala desa namun sesuai dengan dinamika politik 
lokal mengindikasikan terjadinya sebuah pergeseran nilai. Misalnya dalam 
pemilihan umum sekarang ini kriteria atau pilihan masyarakat tersebut tidak 
bergantung lagi pada hal tersebut. 
Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dengan metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan 
dengan beberapa informan. Data sekunder dikumpulkan melalui data-data dan 
artikel yang relevan dengan penelitian ini..Tujuan penelitian dan Alasan penulis 
memilih tipe dan desain penelitian secara deskriptif kualitatif karena dengan 
tinjauan tersebut, akan sangat membantu mendapatkan data atau informasi secara 
faktual tentang gambaran pergeseran nilai politik lokal di kecamatan Tompobulu 
kabupaten Gowa sebagai salah satu bagian yang mempengaruhi proses politik lokal 
dalam konteks pemilihan kepala desa setempat 
Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pola patronase yang 
menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan proses sosial dan politik 
setempat di kecamatan tompobulu pada konteks pemilihan kepala desa, dalam 
tataran nilai-nilai sosial yang telah sejak dahulu berlaku sebagai perbandingan telah 
mengalami pergeseran dan perubahan. Posisi khusus di tengah kehidupan 
masyarakat pada periode waktu lama sejak dahulu sebagai implikasi berlakunya 
nilai sosial yang mengakar kuat mengarah pada kalangan bangsawan/karaeng yang 
menjadi seorang patron memiliki pengaruh sekaligus pemilik akumulasi modal 
sosial dan politik di wilayah tersebut, pada perkembangan telah berganti komposisi 
serta gambaran instrumen politik yang menentukan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Membicarakan nilai-nilai politik lokal, khususnya  masalah demokrasi 
masih dapat dikatakan belum dibuka secara bebas karena dapat mengancam 
integrasi nasional,  khususnya kelompok politik yang masih  menganut paham 
sentralistik pewarisan Orde Baru. Tradisi sejarah kita, khususnya masalah 
demokrasi dan  kepemimpinan  masyarakat Bugis/Makassar yang menganut 
paham egalitarian hampir dilupakan, meskipun tradisi itu telah berabad-abad 
tumbuh, dan  kaya akan  nilai-nilai  demokrasi kini hampir dilupakan, 
khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai Demokrasi 
lokal dianggapnya sebagai sesuatu yang kurang berfungsi. nilai-nilai 
kepemimpinan dan sistem demokrasi  dari berbagai kerajaan  yang pernah ada 
di Sulawesi Selatan yang hingga kini  terkadang belum dilirik sebagai akses 
bangsa dalam menumbuh kembangkan nilai–nilai  kepemimpinan dan 
demokrasi di Indonesia. Akibatnya adalah ajaran demokrasi yang banyak 
diakses dari negara-negara Barat, cenderung  menjadi  ideal type yang pada 
akhirnya tumbuh dan tidak sejalan  dengan  nilai-nilai kearifan lokal yang 
sudah cukup lama berjalan sebelumnmya.  
Dalam persfektif sosiologis yang disebut pemimpin ialah seseorang 
yang dapat memiliki pengaruh atas orang lain, dalam arti bahwa pemikiran, 
kata-kata dan tindakannya mempengaruhi tingkah laku orang lain. Dalam 
tatanan birokrasi tradisional seorang pemimpin, raja atau karaeng adalah 
panutan, simbol dari adat, semua sisi dari kehidupan seorang keraeng perilaku 
dan hubungan-hubungan sosialnya adalah pencerminan dari kehidupan dan 
kelembagaan tradisional yang disebut Pangadakkang. 
Dalam sistem kepemimpinan tradisional sebagaimana yang ditampilkan 
oleh raja karaeng di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di daerah Makassar 
dan Gowa pada khususnya menunjukkan bahwa model-model kepemimpinan 
raja-raja bersumber dari naskah lontara. Sebagaimana, ditegaskan oleh 
Mattulada bahwa dalam sistem kepemimpinan tradisional seperti yang tersirat 
dan tersurat dalam naskah lontara, rakyat, raja atau kelompok bangsawan 
(penguasa) merupakan unit sosial yang utuh. Dua komponen sosial ini pada 
hakekatnya tidak terpisahkan
1
. Mekanisme kehidupan politik dan sosial-budaya 
saling terkait dalam struktur sosial. Oleh sebab itu, menyebabkan sistem 
tingkatan sosial masyarakat bersifat terbuka
2
. 
Di Kabupaten Gowa terdapat delapan belas kecamatan dari setiap 
kecamatan tersebut memiliki setiap desa yang masih memegang teguh terhadap 
nilai nilai lokal yang dahulu sejak ada. Seperti yang kita ketahui bersama, 
nilai-nilai lokal tersebut sangat mempengaruhi terhadap pola tingkah laku 
masyarakat, bisa  dikatakan nilai nilai lokal inilah yang menjadi pedoman 
masyarakat dalam menentukan sikap dan tindakan mereka. Begitu pula dengan 
nilai politik lokal yang ada didaerah tersebut yang semenjak dahulu pemimpin 
mereka berasal dari kalangan Aristokrat/bangsawan karena masyarakat  
meyakini dari kalangan inilah yang mampu mengayomi dan mensejahterakan 
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 Hamid Abdullah, Andi Pangerang Petta Rani Profil Pemimpin Yang Manunggal Dengan     
Rakyat. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 1985, Hal. 74. 
rakyat serta sejalan dengan nilai nilai lokal yang semenjak dahulu ada. 
Dikecamatan Tompobulu terdapat delapan desa/kelurahan yakni 
Bontobuddung, Cikoro, Datara, Garing, Malakaji, Rappoala, Rappolemba, 
Tanete. Didalam desa tersebut dulu ada yang dinamakan Gallarang, 
Gallarang adalah pemimpin tertinggi dalam Glarangschaap, setingkat Desa, 
pada zaman kolonial. Di bawah Gallarang, terdapat Galla Lolo (Gallarang 
Muda), yang menjadi penanggungjawab setiap dusun. 
Tata kelola pemerintahan di bawah Glarangschaap, berbeda dari 
satu desa dengan desa lainnya, walau secara prinsip memiliki kesamaan, yaitu 
masyarakat sangat tunduk kepada kepala pemerintahan lokal tersebut. 
Pemilihan Gallarang dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. 
Mereka yang dianggap memiliki Lo'loro (garis turunan memerintah) diajukan 
sebagai calon. Dalam proses pemilihan ini, tidak jarang dibumbui dengan 
intrik-intrik politik. 
Dalam tatanan kepemimpinan elit lokal , nampaknya tidak jauh berbeda 
dengan sistem kepemimpinan tradisional di beberapa kerajaan, seperti Kerajaan 
Gowa dan Tallo. Bahwa landasan utama dalam sistem kepemimpinannya 
senantiasa berpijak pada adat yang termaktub dalam lontara. Berdasarkan ajaran 
lontara itu, moral kepemimpinan bagi seorang raja atau karaeng sangat 
mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, faktor moral merupakan faktor yang 
sangat menentukan berjaya dan tidak berjayanya seorang pemimpin, raja 
atau karaeng/penguasa di masyarakat.  
Moral merupakan landasan dan kriteria utama dari rakyat yang 
dipimpinnya. Apabila moral seorang pemimpin atau raja telah dinilai terpuji 
oleh rakyatnya, maka tidak diragukan lagi bahwa adat akan mendukungnya, 
pemimpin atau karaeng yang bersangkutan senantiasa mendapat simpati dari 
rakyatnya. Kesediaan berkorban dari anggora masyarakat, termasuk kerelaan 
mengorbankan harta bendanya dan bahkan jiwanya yang paling berharga, akan 
terus mendukung bila moral seorang pemimpin atau penguasa memperlihatkan 
pula kesediaan untuk berkorban guna kepentingan rakyatnya. Artinya sosok 
seorang karaeng senantiasa menjadi pelindung rakyatnya,tidak memperkosa 
hakrakyatnya, dan menyayangi rakyatnya seperti sangraja/karaengmenyayangi   
diri dan keluarganya.  Sebaliknya, bila moral sang raja/karaeng, tidak terpuji 
seperti hanya mementingkan diri dan keluarganya saja, berlaku tidak adil dalam 
memutuskan perkara di masyarakat, egoistis, serakah (korup), menindas rakyat 
dan dikuasai oleh nafsu angkara murka. Maka tak ayal lagi sang raja yang 
bersangkutan akan dibenci oleh rakyatnya.
3
 
Konsepsi adat dikenal dengan istilah Pangngaderreng (Bugis) atau 
Pangngadakkang (Makassar). Pangngaderreng terdiri atas lima bagian, yakni:  
1. Adeq (adat-istiadat), 
2. Wariq (sistem protokoler kerajaan),  
3. Bicara (sistem peradilan), 
4. Rapang (pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan perbandingan 
dengan negara lain),  
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5. Saraq (syariat Islam).  
Saraq sebagai bagian yang terakhir merupakan tambahan setelah Islam masuk di 
Sulawesi Selatan. Empat dari yang pertama dipegang oleh Pampawa Adeq 
(pelaksana adat) yang bertugas untuk memutuskan urusan-urusan kerajaan yang 
bersifat keduniawian, sedangkan bagian yang kelima dikendalikan oleh Parewa 
Saraq (perangkat syariat) yang bertugas untuk menangani hal-hal yang 
berhubungan dengan syariat Islam misalnya perkawinan, pewarisan, dan 
sebagainya. 
Jadi, pangngaderreng atau Pangngadakkang dalam dialek bahasa 
makassar fungsinya sama dengan undang-undang dasar atau payung sistem 
sosial dan pemerintahan, pampawa adeq dan parewa saraq adalah pendamping 
dan pembantu-pembantu raja yang bertugas untuk melaksanakan 
undang-undang yang telah ditetapkan oleh perwakilan rakyat. Perwakilan 
rakyat ini terdiri atas beberapa orang, bergantung dari daerah mana asalnya; di  
Soppeng misalnya, ia dikenal dengan nama Matoa Ennengnge Pulona          
(60 orang), di  Wajo dikenal dengan Arung Patang Puloe (40 orang), di Gowa 
disebut Bateq Salapanga (9 orang)., di Luwu di Kenal dengan Ade Aserae      
(9 orang) dan di Bone dikenal dengan Ade Pitue (7 orang)  Model 
permusyarawatan  untuk menyelengarakan kekuasaan yang berdasar  
kerakyatan itu  telah ikut memperkaya  khasanah demokrasi di daerah 
Sulawesi Selatan   seperti keberadaan dewan adat yang merupakan  wadah 
dimana mereka dipercayakan oleh kaumnya bermusyawarah mufakat  untuk 
menyelesaikan masalah-masalah bersama
4
. 
Masyarakat dahulu yang terbentuk menjadi beberapa tipe di berbagai 
daerah/suku di Sulawesi Selatan secara umum tersusun dalam tiga lapisan, yaitu 
Lapisan Atas, ialah  orang-orang yang berasal dari keturunan                     
To-Manurung, Lapisan menengah, yaitu para pemimpin adat/negeri atau anang 
dan keluarganya, dan  Lapisan bawah, ialah rakyat, to-maradeka, yang disebut 
juga to-tebbe’. Kedatangan To-Manurung , kalau mengikuti cara pandang ini 
adalah untuk menunjukkan adanya tempat di dunia ini yang dipandang atau 
dipercaya sebagai langit, tempat yang tinggi (atas) tempat yang mulia, yaitu 
aspek atas dari dunia. Siapapun yang (dipercaya) datang dari tempat yang tingg 
itu akan disebut to-manurung , yaitu orang yang turun dari tempat yang tinggi 
(mulia) itu. 
Untuk mendapatkan kedudukan istimewa maka ketiga aspek itu harus 
dipunyai, sehingga makna aspek dunia-bawah, mutlak dijadikan pasangan yang 
menyatukan dunia sebagai satu keutuhan. Orang dari lapisan atas juga dapat 
ditafsirkan sebagai orang yang memiliki keistimewaan yang dapat dipergunakan 
untuk keperluan manusia di bumi, bilamana ketiga aspek itu menyatu dalam 
dirinya. Kalau wawasan itu menjadi pandangan yang mendasari pengetahuan 
dan kepercayaan umum, maka niscaya ada sekelompok orang menjadi 
penggagas atau pelopor rekaya itu. Mereka tentu adalah orang-orang cendekia 
pada zamannya. Mereka adalah pemuka-pemuka kaum, matoa-ulu Anang, atau 
Arruang, Karaeng dan lain-lain, yang mempergunakan wawasan itu untuk 
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menciptakan ketertiban atau tatanan baru, bagi terbentuknya masyarakat baru. 
Ia juga dapat dikatakan satu cara pada zaman purbakala untuk memberikan 
keyakinan kepada orang banyak tentang kebenaran (ketepatan) sesuatu konsepsi 
kepemimpinan yang akan ditaati oleh rakyat (orang banyak). Antara 
To-Manurung dengan Matoa Ulu-Anang atas nama warga kaum melakukan 
“Perjanjian Pemerintahan” (Governmental contract) sebagai hukum dasar yang 
mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak (raja dengan rakyat) dalam 
menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dari sinilah berawal praktek-praktek 
demokrasi  dalam lapangan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. 
Struktur pemerintahan yang fungsional ini berjalan dengan kontrol 
budaya siri’ yang begitu ketat, sehingga tidak mudah terjadi penyelewengan 
kekuasaan. Siri’ merupakan sistem pranata sosial dan kultural masyarakat 
Bugis/Makassar yang menempatkan rasa malu dan pembelaan harga diri di atas 
segala-galanya. Sayangnya, sistem pemerintahan kerajaan yang telah berjalan 
selama berabad-abad dan telah teruji oleh waktu ini telah porak poranda sejak 
kedatangan Belanda sampai dengan pemerintahan Orde Baru. Para penguasa 
dalam kurun waktu itu selalu mengatasnamakan demokrasi namun dengan 
interpretasi sepihak yang pada dasarnya adalah praktek-praktek kekuasaan yang 
dilaksanakannya absolut dan diktator. Sedangkan pada masa reformasi ada 
kecenderunagan  elite /partai politik menganut  oligarki dengan 
mendahulukan kepentingan partai dari pada kepentingan rakyat.  
Dari penjelasan diatas tentang konsep kekuasaan dan sistem 
pemerintahan yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten 
Gowa mengindikasikan sebuah proses sosial yang bernilai luhur yang semenjak 
dahulu hingga beberapa zaman berikutnya  tetap dipegang teguh sebagai nilai 
bersama tetapi dalam proses waktu mengalami sebuah dinamika khususnya 
dalam konteks politik misalnya saja tentang rasionalisasi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap menentukan sosok dan kriteria pemimpin atau 
penyelenggara kekuasaan. Penjelasan tentang dulunya terjadi pelapisan 
golongan sosial beserta implikasi dari pembentukan strata sosial seperti halnya 
dalam kepercayaan masyarakat terhadap golongan penguasa dan menjadi rakyat 
atau pengikutnya, masyarakat dulu meyakini bahwa seseorang yang dipilih atau 
diangkat menjadi penguasa adalah berasal dari kaum Aristokrat/bangsawan 
sampai pada hal penentuan pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa 
namun sesuai dengan dinamika politik lokal mengindikasikan terjadinya sebuah 
pergeseran nilai. Misalnya dalam pemilihan umum sekarang ini kriteria atau 
pilihan masyarakat tersebut tidak bergantung lagi pada hal tersebut. 
Mengingat betapa besarnya pengaruh kekuatan politik yang dimiliki 
oleh seorang elit penguasa dimasing- masing daerah bahkan seperti halnya 
dalam pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara 
pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan 
dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga 
memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat 
persetujuan bersama BPD
5
. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan 
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Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Sesuai amanat undang 
undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,bahwa dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada 
prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang 
bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang 
desentralistik dan demokratis.  Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 
akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata system 
pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, 
transparansi,dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam 
penyelenggraan pemerintahannya. Otoritas penyelenggara pemerintahan desa 
beserta kekuasaannya sangat begitu melekat pada sosok kepala desa sebagai 
pemegang kekuasaan setempat dan menjelaskan modal politik yang dimilikinya 
yang selanjutnya secara aktif mempengaruhi proses politik nasional sampai 
pada tingkatan lokal. 
Dinamika politik lokal khususnya dikabupaten Gowa melalui momen 
momen politik yang telah terjadi mensyaratkan sebuah perbedaan nilai dalam 
kehidupan sosial masyarakat, eksistensi kaum bangsawan pada kontestasi 
politik tidak lagi mendominasi. Itu terlihat dari hasil pemilihan kepala daerah 
tingkat II sampai kepala pemerintahan desa yang kesemuanya dilaksanakan 
melalui pemilihan langsung. Menurut penulis fenemona tersebut sangat menarik 
mengingat betapa besarnya pengaruh dan kekuatan kaum kaum Aristokrat 
semenjak dahulu dan beberapa waktu berikutnya, yang pada akhirnya telah 
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mengalami pergesaran sehingga dapat menjadi acuan dalam menggambarkan 
dinamika politik lokal dikabupaten Gowa. Berdasarkan hal tersebut penulis 
merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Patron 
Klien dalam pemilihan kepala desa dikecamatan Tompobulu kabupaten 
Gowa”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis 
membatasi permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut : 
1. Bagaimana pergeseran nilai politik lokal yang terjadi dikecamatan 
Tompobulu kabupaten Gowa dalam konteks pemilihan kepala desa? 
2. Apa yang menyebabkan pergeseran nilai nilai politik lokal yang terjadi 
dikecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam konteks pemilihan kepala 
desa? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk menggambarkan proses pergeseran nilai politik lokal yang terjadi 
dikecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam konteks pemilihan kepala 
desa. 
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pergeseran nilai nilai politik lokal yang 
terjadi dikecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam konteks pemilihan 
kepala desa. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Berdasarkan kegunaan akademik , diharapkan memberi kontribusi positif 
terhadap pengembangan studi politik lokal khususnya pada budaya politik 
kabupaten Gowa. 
2. Berdasarkan kegunaan praktis,diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 
acuan dalam perkembangan system politik lokal utamanya pada 
pemerintahan desa. Serta menjadi referensi pendidikan politik bagi 
masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                           BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Teori Patron Klien 
1. Pengertian Patron Klien 
Istilah “patron”  berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara 
etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, 
wewenang dan pengaruh” 6. Sedangkan “klien” berarti “bawahan”  atau 
orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan 
patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu 
yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, 
sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah 
(inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau 
dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi 
untuk membantu klien-kliennya.
7
 Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim 
disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan 
kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga 
besar atau extended family.
8
 Setelah itu, bapak harus siap menyebar 
luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya 
tersebut secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak 
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Kualitas Komunikasi Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat. Jakarta: 
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politis.  
Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan 
dukungan umum dan bantuan kepada patron.
9
 Hubungan patron-klien itu 
sendiri telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.Pendapat yang 
hampir serupa juga diketengahkan oleh Palras, dimana menurutnya 
hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin 
secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah 
pengikutnya.
10
 Lebih lanjut, Palras mengungkapkan bahwa hubungan 
semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana 
ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron 
dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya. 
Berdasarkan beberapa paparan pengertian di atas, maka kemudian 
terdapat satu hal penting yang dapat digarisbawahi, yaitu bahwa terdapat 
unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola 
hubungan patron-klien.Dengan demikian, dapat disiampulkan bahwa pola 
hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran 
yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun asumsi dasar yang diajukan 
oleh teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua 
belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya 
pertukaran tersebut.  
Sebagai seorang ahli yang banyak berkecimpung dengan tema-tema 
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Tidak Diterbitkan 
seputar patronase, Scott memang tidak secara langsung memasukkan 
hubungan patron-klien ke dalam teori pertukaran. Meskipun demikian, jika 
memperhatikan uraian-uraiannya mengenai gejala patronase, maka akan 
terlihat di dalamnya unsur pertukaran yang merupakan bagian terpenting 
dari pola hubungan semacam ini. Menurut pakar ilmu politik Universitas 
Yale Amerika Serikat ini, hubungan patron-klien berawal dari adanya 
pemberian barang atau jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat 
berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima 
barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut.  
 
2. Pola Hubungan Patron klien  
Cristian pelras mengatakan hubungan patron klien merupakan 
hubungan tidak setara yang terjalin secara perorangan antara seorang 
pemuka masyarakat (patron) dengan sejumlah pengikutnya 
(klien).hubungan itu berdasarkan pertukaran jasa,dimana ketergantungan 
klien pada patron diimbali oleh perlindungan patron pada kliennya. James 
scoot mengatakan hubungan patron klien merupakan hubungan special 
antara dua pihak dimana pihak yang memiliki status ekonomi lebih tinggi 
menggunakan pengaruhnya dan resourcesnya untuk  melindungi dan 
memberi manfaat pada pihak yang status sosial ekonominya lebih rendah. 
Dalam hubungan ini ,imbalan yang diberikan klien dalam bentuk bantuan 
atau dukungan termasuk pelayanan kepada patron.
11
 Perbedaan imbalan 
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yang diberikan patron dan klien: 
a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja 
b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih 
tinggi 
Ada tiga jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patron,yaitu: 
a. Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron diladang, sawah 
atau usaha lainnya.  
b. Klien dapat menyerahkan bahan makanan hasil ladangnya buat patron 
atau pelayanan rumah tangga. 
c. Klien dapat menjadi kepentingan politik patron ,bahkan bersedia 
menjadi kaki tangan patron. 
 
B. Pergeseran Nilai-Nilai Politik lokal 
Berbicara mengenai pergeseran, berarti kita sedang membahas 
mengenai proses peralihan. Proses peralihan yang dimaksud ialah peralihan 
nilai nilai dalam mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Theodorson dalam 
Pelly mengemukakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang 
dijadikan pedoman serta prinsip – prinsip umum dalam bertindak dan 
bertingkah laku. Keterikatan orang atau kelompok terhadap nilai menurut 
Theodorson relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu, 
nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri. dalam teori 
Rokeach, nilai dalam psikologi lintas budaya antara lain : Teori Rokeach 
memandang nilai sebagai suatu keyakinan yang relatif stabil dalam 
perwujudannya dapat di jadikan menjadi dua kategori yaitu:   
a. Nilai instrumental  
Nilai sebagai alat atau instrumental dapat bersifat dua macam yaitu 
sebagai nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang 
berhubungan intrapersonal terhadap hati nurani. Sedangkan sebagai nilai 
kompetensi atau aktualisasi diri adalah nilai instrumental yang fokusnya 
lebih bersifat pribadi dan tidak terlalu kelihatan berkaitan langsung dengan 
moralitas. Jika terjadi pelanggaran terhadap nilai kompetensi akan berakibat 
adanya perasaan malu karena ketidak mampuan diri. 
b. Nilai Terminal.  
Di bagi menjadi dua macam yaitu bersifat pribadi yaitu nilai di 
pusatkan pada diri sendiri dan bersifat sosial yaitu nilai yang di pusatkan 
pada masyarakat. Berdasarkan survey nilai  masing-masing perangkat nilai 
terdiri atas 18 item nilai individu yaitu :
12
  
a. Nilai instrumental yang merujuk pada modus perilaku yang lebih di 
sukai atau cara mencapai nilai terminal. Aspek yang terkandung di 
dalamnya adalah : ambisius/giat bekerja, berwawasan luas, mampu, 
efektif, riang gembira, bersih, berani, memaafkan, bekerja tuk 
kesejahteraan orang lain, jujur, imaginatif, dan lain sebagainya. 
b. Nilai terminal merujuk ke keadaan akhir eksistensi yang sangat di 
inginkan. Aspek yang terkandung di dalamnya adalah hidup nyaman, 
hidup menggairahkan, rasa berprestasi, dunia damai, dunia yang indah, 
                                                          
12
 http://educationaisy.blogspot.com/2011/04/nilai-budaya-dalam-masyarakat.html (diakses  
22/04/2014) 
kesempatan yang sama untuk semua, keamanan keluarga, kemerdekaan, 
kebahagiaan, harmoni, persahabatan sejati.  
Terlebih tiap nilai hanya disajikan dalam bentuk item tunggal karena 
lebih baik jika di gunakan item ganda untuk tiap-tiap nilai sehingga 
akan lebih valid.  
Masalah nilai budaya dan kaitannya dalam pembangunan wilayah 
berkaitan dengan hampir seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat. 
Dengan demikian, jelas sekali bahwa penelitian ini tidak mungkin 
membicarakan ruang lingkup yang demikian luasnya, hal ini disebabkan oleh 
karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis untuk melakukan hal itu. 
Untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman, maka ada baiknya terlebih 
dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan nilai – nilai budaya itu.  
Menurut Koentjaraningrat  nilai budaya terdiri dari konsepsi – 
konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebahagian besar warga masyarakat 
mengenai hal – hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada 
dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh 
karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam 
menentukan alternatif, cara – cara, alat – alat, dan tujuan – tujuan pembuatan 
yang tersedia.  
Clyde Kluckhohn  mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi 
umum yang terorganisasi, yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan 
dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang 
dan tentang hal – hal yang diingini dan tidak diingini yang mungkin bertalian 
dengan hubungan orang  
dengan lingkungan dan sesama manusia. Sementara itu Sumaatmadja 
dalam Marpaung  mengatakan bahwa pada perkembangan, pengembangan, 
penerapan budaya dalam kehidupan, berkembang pula nilai – nilai yang 
melekat di masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta 
keseimbangan. Nilai tersebut dikonsepsikan sebagai nilai budaya.  
Selanjutnya, bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dapat dikatakan 
bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu 
berdasarkan serta berpedoman kepada nilai–nilai atau system nilai yang ada dan 
hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya nilai – nilai itu sangat banyak 
mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, 
kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, 
patut atau tidak patut.  
Suatu nilai apabila sudah membudaya didalam diri seseorang, maka 
nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam 
bertingkahlaku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari – hari, misalnya 
budaya gotong royong, budaya malas, dan lain – lain. Jadi, secara universal, 
nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. 
Sementara itu secara umum ahli – ahli social berasumsi bahwa orientasi nilai 
budaya merupakan suatu indicator bagi pemahaman tentang kemampuan 
sumber daya dan kualitas manusia. Dalam konsep manusia seutuhnya yang 
mencakup dimensi lahiriah dan rohaniah, orientasi nilai merupakan salah satu 
factor yang ikut membentuk kondisi dan potensi rohaniah manusia. 
Kluckhohn dalam Pell mengemukakan bahwa nilai budaya merupakan 
sebuah konsep beruanglingkup luas yang hidup dalam alam fikiran sebahagian 
besar warga suatu masyarakat, mengenai apa yang paling berharga dalam 
hidup. Rangkaian konsep itu satu sama lain saling berkaitan dan merupakan 
sebuah sistem nilai – nilai budaya.  
Secara fungsional sistem nilai ini mendorong individu untuk berperilaku seperti 
apa yang ditentukan. Mereka percaya, bahwa hanya dengan berperilaku seperti 
itu mereka akan berhasil. Sistem nilai itu menjadi pedoman yang melekat erat 
secara emosional pada diri seseorang atau sekumpulan orang, malah merupakan 
tujuan hidup yang diperjuangkan. Oleh karena itu, merubah sistem nilai 
manusia tidaklah mudah, dibutuhkan waktu. Sebab, nilai – nilai tersebut 
merupakan wujud ideal dari lingkungan sosialnya. Dapat pula dikatakan bahwa 
sistem nilai budaya suatu masyarakat merupakan wujud konsepsional dari 
kebudayaan mereka, yang seolah – olah berada diluar dan di atas para individu 
warga masyarakat itu.  
Ada lima masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan 
yang dapat ditemukan secara universal. Menurut Kluckhohn dalam Pelly  
kelima masalah pokok tersebut adalah: 
1) Masalah hakekat hidup 
2) Hakekat kerja atau karya manusia 
3) Hakekat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu 
4) Hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar  
5) Hakekat dari hubungan manusia dengan manusia sesamanya.  
Berbagai kebudayaan mengkonsepsikan masalah universal ini dengan 
berbagai variasi yang berbeda – beda. Seperti masalah pertama, yaitu mengenai 
hakekat hidup manusia. Dalam banyak kebudayaan yang dipengaruhi oleh 
agama Budha misalnya, menganggap hidup itu buruk dan menyedihkan. Oleh 
karena itu pola kehidupan masyarakatnya berusaha untuk memadamkan hidup 
itu guna mendapatkan nirwana, dan mengenyampingkan segala tindakan yang 
dapat menambah rangkaian hidup kembali (samsara) (Koentjaraningrat, 
1986:10). Pandangan seperti ini sangat mempengaruhi wawasan dan makna 
kehidupan itu secara keseluruhan. Sebaliknya banyak kebudayaan yang 
berpendapat bahwa hidup itu baik. Tentu konsep – konsep kebudayaan yang 
berbeda ini berpengaruh pula pada sikap dan wawasan mereka.  
Masalah kedua mengenai hakekat kerja atau karya dalam kehidupan. 
Ada kebudayaan yang memandang bahwa kerja itu sebagai usaha untuk 
kelangsungan hidup (survive) semata. Kelompok ini kurang tertarik kepada 
kerja keras. Akan tetapi ada juga yang menganggap kerja untuk mendapatkan 
status, jabatan dan kehormatan. Namun, ada yang berpendapat bahwa kerja 
untuk mempertinggi prestasi. Mereka ini berorientasi kepada prestasi bukan 
kepada status. 
Masalah ketiga mengenai orientasi manusia terhadap waktu. Ada 
budaya yang memandang penting masa lampau, tetapi ada yang melihat masa 
kini sebagai focus usaha dalam perjuangannya. Sebaliknya ada yang jauh 
melihat kedepan. Pandangan yang berbeda dalam dimensi waktu ini sangat 
mempengaruhi perencanaan hidup masyarakatnya.  
Masalah keempat berkaitan dengan kedudukan fungsional manusia 
terhadap alam. Ada yang percaya bahwa alam itu dahsyat dan mengenai 
kehidupan manusia. Sebaliknya ada yang menganggap alam sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa untuk dikuasai manusia. Akan tetapi, ada juga 
kebudayaan ingin mencari harmoni dan keselarasan dengan alam. Cara 
pandang ini akan berpengaruh terhadap pola aktivitas masyarakatnya.  
Masalah kelima menyangkut hubungan antar manusia. Dalam banyak 
kebudayaan hubungan ini tampak dalam bentuk orientasi berfikir, cara 
bermusyawarah, mengambil keputusan dan bertindak. Kebudayaan yang 
menekankan hubungan horizontal (koleteral) antar individu, cenderung untuk 
mementingkan hak azasi, kemerdekaan dan kemandirian seperti terlihat dalam 
masyarakat – masyarakat eligaterian. Sebaliknya kebudayaan yang 
menekankan hubungan vertical cenderung untuk mengembangkan orientasi 
keatas (kepada senioritas, penguasa atau pemimpin). Orientasi ini banyak 
terdapat dalam masyarakat paternalistic (kebapaan). Tentu saja pandangan ini 
sangat mempengaruhi proses dinamika dan mobilitas social masyarakatnya. 
Inti permasalahan disini seperti yang dikemukakan oleh Manan dalam 
Pelly  adalah siapa yang harus mengambil keputusan. Sebaiknya dalam system 
hubungan vertical keputusan dibuat oleh atasan (senior) untuk semua orang. 
Tetapi dalam masyarakat yang mementingkan kemandirian individual, maka 
keputusan dibuat dan diarahkan kepada masing – masing individu.  
Pola orientasi nilai budaya yang hitam putih tersebut di atas merupakan 
pola yang ideal untuk masing – masing pihak. Dalam kenyataannya terdapat 
nuansa atau variasi antara kedua pola yang ekstrim itu yang dapat disebut 
sebagai pola transisional. Kerangka Kluckhohn mengenai lima masalah dasar 
dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya manusia.  
Meskipun cara mengkonsepsikan lima masalah pokok dalam kehidupan 
manusia yang universal itu sebagaimana yang tersebut diatas berbeda – beda 
untuk tiap masyarakat dan kebudayaan, namun dalam tiap lingkungan 
masyarakat dan kebudayaan tersebut lima hal tersebut di atas selalu ada. 
Berdasarkan penjelasan tentang nilai dan proses terjadinya perubahan 
mengidentifikasikan begitu pentingnya mengkaji hal tersebut bila ingin 
menjawab permasalahan tentang hubungannya dengan kehidupan politik yang 
sedang berlangsung pada lingkungan masyarakat dan daerah tersebut, diketahui 
bahwa setiap nilai sosial yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat turut 
serta mempengaruhi konstelasi politik lokal, itu nampak jelas terlihat tentang 
penggambaran mengenai rasionalisasi dan kepercayaan politik yang dimiliki 
oleh setiap masyarakat secara umum sehingga sangat berhubungan satu sama 
lain antara kehidupan sosial masyarakat dengan proses politik yang sedang 
berlangsung. Apabila sebagian kecil maupun secara besar komponen nilai 
sosial yang berlaku di tengah kehidupan sosial masyarakat mengalami 
perubahan atau pergeseran maka system dan pola politik serta system 
pemerintahan setempat juga sangat memungkinkan mengalami perubahan. 
 
C. Patron Klien di Sulawesi Selatan  
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep patron 
klien maka dari itu penulis akan membahas mengenai hubungan patron-klien 
yang terjadi di Sulawesi Selatan. menurut Pelras, hubungan patron klien di 
Sulawesi selatan  sangatlah mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Pelras 
merasakan sendiri gejala-gejala tersebut disana saat dia melakukan penelitian 
di Sulawesi Selatan. Sehingga dia berpendapat bahwa hubungan Patron-klien 
ini merupakan unsur utama dalam meneliti pola-pola masyarakat 
Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Gejala patron-klien tersebut tidak hanya 
ditemui di daerah pertanian saja, Melainkan dalam kehidupan di bidang 
pertambakan   dan kehidupan para nelayan.  
Hubungan patron-klien di kalangan orang Bugis dapat terlihat dengan 
adanya pandangan mereka terhadap konsep Ajjoareng dan Joa. 
Ajjoareng menurut mereka adalah orang yang menjadi ikutan atau panutan 
bagi masyarakat. Biasanya orang-orang yang berada dalam posisi ini adalah 
Punggawa, Aru, atau pemuka masyarakat lainnya. Para orang-orang tersebut 
merupakan tokoh pemimpin yang menjadi sumbu kegiatan orang-orang 
disekitarnya, yang mengikuti kemauan serta kehendaknya dengan patuh. 
Pengikut-pengikut ini mereka sebut Joa, dan mereka berasal dari golongan 
Maradeka (orang yang merdeka) yang setia. Seseorang yang merasa dirinya 
Joa dari seorang Ajjoareng akan selalu berusaha menunjukkan kesetiannya 
tersebut dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun dan kapan juga 
Ajjoareng memerlukannya. Walaupun kesetiaan tersebut juga memiliki syarat, 
yaitu mereka akan tetap setia selama Ajjoarengnya tetap bersungguh-sungguh 
atau betul betul menjaga dan menghargai siri mereka. Mereka dengna sukarela 
menjadi pengikut atau mereka ini merupakan keturunan-keturunan dari para 
pengikut sebelumnya. Orang Sulawesi Selatan sendiri menyebut hubungan 
antara Karaeng atau Anakaraeng (Ajjoareng) dan Joa tersebut sebagai 
Minawang (mengikuti), yang maksudnya ikatan anatara mereka sukarela 
sifatnya dan dapat diputuskan setiap saat (Kooreman, 1883:189) 
Hubungan patron-klien dikawasan Sulawesi Selatan ini sebenarnya 
bukanlah gejala baru, yaitu sudah ada sejak zaman Belanda. Kooreman, telah 
melihat adanya gejala tersebut pada akhir abad ke-19, walaupun pada saat itu 
bukan disebut sebagai gejala patronase. Tampaknya gejala patron-klien ini 
bertahan cukup lama di Sulawesi Selatan meskipun berbagai perubahan politik 
maupun sosial telah terjadi. Pada mulanya, di Sulawesi Selatan orang kecil 
hampir kehilangan perlindungan sama sekali terhadap keangkuhan para 
Anakaraeng. Akibatnya orang tersebut berusaha meminta perlindungan pada 
mereka  yang melakukan kekejaman atau kejahatan, yaitu para bangsawan. 
Kemudian para bangsawan tersebut memberikan perlindungan tersebut, namun 
dengan syarat, yaitu Anakkaraeng menghendaki dari orang yang dilindunginya 
suatu ketaatan (kepatuhan), kemudian hubungan tersebut bisa disebut 
kepengikutan. Pengikut tersebut wajib mengakui Anakkaraeng sebagai 
tuannya (karaengnya), menemaninya pada waktu berburu atau mengadakan 
perjalanan, membantunya dalam berbagai pekerjaan di bidang pertanian, 
membawa bingkisan dan memberikan jasa/tenaga pada saat karaengnya 
menyelenggarakan pesta-pesta atau perhelatan, membelanya jika dia diancam 
atau diserang, atau bilamana dia harus membalas suatu penghinaan hingga dia 
harus mengikuti (minawang) tuannya, menunaikan tugas yang dibebankan 
kepadanya. Sebaliknya Anakraeng tersebut memberikan perlindungan pada 
ana-ananya terhadap kesewenang-wenangan dari siapapun juga, dan bila 
mereka dianggap atau betul-betul telah diperlakukan tidak adil, Karaeng ini 
akan berpihak pada mereka (membela mereka).
13
 
Pada masa Pra-Kolonial, yaitu pada masa sebelum 
kedatangan  Belanda sebenarnya di Sulawesi Selatan tidak mengenal 
kesatuan-kesatuan tempat tinggal yang disebut kampung atau desa dalam 
pengertian seperti sekarang ini. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Belanda, 
yang diaktakan sebagai kampung atau desa pada masa itu sebenarnya tidak 
lebih dari suatu kelompok atau kompleks tempat tinggal, tanpa diiringi dengan 
suatu kesatuan pemerintahan atau administrasi. Penduduk setempat menyebut 
kelompok tempat tinggal ini sebagai wanua atau banua, dan penduduk disitu 
beada di  bawah pimpinan seorang Matowa. Namun  mereka tidak merasa 
terikat pada tanah tempat tinggal mereka. Setiap saat mereka dapat pergi 
kemana saja yang mereka mau, dan inilah yang membuat mereka diperlakukan 
sewenang-wenang oleh raja atau kepala daerah setempat. Raja tidak akan 
menuntut terlalu banyak dari rakyatnya jika dia tidak ingin mereka pergi 
meninggalkan daerahnya. Disetiap kelompok kediaman ini tinggal  seorang 
atau beberapa orang Tore Matowa, yakni orang-orang tua yang walaupun 
buakn pengatur keadaan di kampung atauBanua tetapi mempunyai 
pengetahuan yang luas mengenai Banua tempat tinggal mereka. Mengenai 
                                                          
13
http://dahimatulafidah-fib11.web.unair.ac.id/artikel_detail-76568-Sejarah Wanua Sebagai Objek 
Hubungan Patronklien diSulawesi Selatan.html (diakses 29/03/2014) 
pemilik-pemilik sawah didaerahnya serta proses pemilikan dan pewarisan 
sawah-sawah tersebut. Mereka ini selalu dimintai pendapat tentang berbagai 
masalah.  
Pada masa itu, daerah Sulawesi Selatan terbagi dalam wilayah-wilayah 
yang dikuasai oleh para Aru atau Karaeng yang sering disebut sebagai 
Akarueng atau Kakaraengang. Dalam daerah ini belum dikenal sistem 
administrasi seperti sekarang karena pada dasarnya para Aru-aru atau 
Karaeng-karaeng ini berdiri sendiri-sendiri. Besar kecilnya Kakarungeng 
inijuga tidak sama. Ada yang meliputi beberapa Wanua, ada juga yang hanya 
tiga atau dua Wanua. 
Selain itu daerah ini juga dikenal adanya apanase-apanase yang mereka 
sebut Pamase dan Pabere, yaitu sebidang tanah atau suatu wilayah yang 
diberikan pada orang-orang yang telah berjasa pada raja atau kerajaan. Karena 
pada waktu itu juga sudah terdapat kerajaan-kerajaan besar, seperti kerajaan 
Bone dan Luwu disamping puluhan kerajaan-kerajaan kecilnya. 
Pemegang-pemegang apanase ini juga bergelar Aru atau Karaeng. 
Ditanamkannya sistem oleh Belanda tidak sekaligus menghapuskan 
sistem-sistem ini, namun baru tahun 1905-1911 pamase-pamase ini mereka 
ubah menjadi daerah Kajannangan, atau wilayah yang dikuasai oleh seorang 
Janang hasil pilihan penduduk. Jannang kemudian dibantu oleh Suro-suro 
(pesuruh) 
Pada tingkat pedesaan, semua sistem kini telah diubah Belanda. Nama 
Wanua-wanua tersebut kini telah menjadi kenangan saja. Wilayah-wilayah 
para Aru dan Karaeng yang dulunya tidak jelas batas-batasnya ini kecuali 
dibeberapa tempat mulai ditetapkan. Aparat  pemerintahan tingkat kampung 
juga mulai dibentuk. Sistem ini mulai dilaksanakan setelah berakhirnya perang 
Bone tahun 1905-1906, ketika kerajaan Bone terpaksa tunduk pada Belanda 
setelah mengalami kekalahan perang. Kawasan Sulawesi Selatan ini kemudian 
juga dibagi dalam Regenschappen atau daerah-daerah yang dikuasai oleh 
Regent. Regent ini umumnya adalah Aru yang telah berkuasa di daerah 
tersebut dengan gelar yang mereka pakai. 
Hubungan patron-klien di daerah didesa ini bisa terlihat pada pola mata 
pencahariannya yaitu sebagai petani. Sebagian besar penduduk hidup dari 
pertanian. Mereka menanam padi dan jagung. Hanya sedikit daerah yang telah 
mengenal irigasi, yaitu hanya petani-petani yang mampu membuat dan 
memanfaatkan saluran irigasi saja. Saluran-saluran irigasi tersebut pun hanya 
bersifat individu, bukan kepentingan umum. Namun disini dapat terlihat bahwa 
para petani-petani tersebut juga bisa bekerjasama dengan baik. Dengan adanya 
minimnya jaringan irigasi didaerah ini, penduduk hanya dapat panen satu kali 
dalam setahun. Meskipun hasilnya tidak terlalu besar, akan tetapi hasil panen 
tersebut sudah cukup bagi penduduk bahkan mereka dapat menjualnya ke 
daerah-daerah lain.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Hubungan patron-klien di 
Sulawesi Selatan memang benar-benar ada pada beberapa abad lalu. Namun 
dengan nama yang berbeda, yaitu minawang. Objek dari adanya hubungan 
patron-klien tersebut adalah Wanua yang kemudian di ubah oleh Belanda 
menjadi sejenis perkampungan. Salah satu contoh hubungan patron-klien yang 
menonjol adalah di bidang pertanian. Namun disamping itu juga banyak 
daerah-daerah lain yang terpengaruh hubungan patron klien dalam bidang yang 
lain, misalnya dalam bidang perdagangan dan bidang-bidang sosial lainnya 
yang berkenan dengan kehidupan masyarakat.  
Di kawasan Sulawesi Selatan makin tinggi tingkat kebangsawanan 
seorang ana’ karaeng makin banyak pengikutnya. Hal ini merupakan akibat 
yang wajar dan hukum sosial yang berlaku didaerah tersebut adalah bahwa 
golongan yang lebih rendah tidak berkuasa atas golongan yang lebih tinggi dan 
ini berkaitan pula pada soal martabat, sehingga memunculkan gambaran bahwa 
makin tinggi pengikutnya, maka makin tinggi pula martabat seorang ana’ 
karaeng. 
Dari berbagai kasus hubungan patron klien tersebut, yang dikenal 
sebagai hubungan minawang antara karaeng dengan taunna, atau ajjoareng 
dengan joa-nya tampak relasi yang saling menguntungkan antara kedua belah 
pihak. Bagi karaeng dengan adanya pengikut-pengikutnya dia tak perlu 
melakukan kegiatan-kegiatan yang tak pantas untuk dikerjakan seperti 
menggarap sawah, merampas harta penduduk, maupun melakukan tindakan 
kejahatan yang lainnya. Selain itu dia dapat melakukan ritual dengan baik sebab 
banyak yang membantunya, dan hal ini akan menaikkan martabatnya dalam 
masyarakat. Sedangkan bagi taunna atau joa-nya, dengan mengikuti seorang 
karaeng atau aru, siri’ mereka menjadi dilindungi, mereka bisa mendapat 
sebidang tanah, dibela ketika menghadapi perselisihan, dan martabatnya juga 
akan naik di tengah masyarakat.  
Berkembangnya hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan selama 
beberapa tahun didukung juga oleh beberapa hal, yaitu : 
1. Adanya pelapisan kedudukan; 
2. Adanya pelapisan kekuasaan; 
3. Adanya pelapisan kekayaan yang semuanya dianggap sah oleh masyarakat 
di sana; 
4. Adanya ketidakamanan sosial yang membuat orang-orang di sana terdorong 
untuk mencari perlindungan kepada orang yang lebih kuat. 
Selain itu hubungan kekerabatan juga mempengaruhi berkembangnya 
patron-klien di Sulawesi Selatan, yaitu dengan adanya hubungan kekerabatan 
yang bilateral, maka akan terjadi hubungan yang saling membutuhkan yang 
dapat membentuk patron klien. Munculnya patron klien disini menggunakan 
pendekatan yang pertama dalam analisis hubungan patron-klien, yaitu 
hubungan yang terjadi karena adanya kesamaan kebutuhan atau rasa saling 
membutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan patron-klien dapat 
berkembang di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa, 
karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu keadaan wilayah, mata 
pencaharian, sistem kekerabatan dan perkawinan, sistem sosial serta budaya 
yang ada dalam masyarakat bersangkutan dan menelisik tentang hal tersebut 
pola patron klien dalam bentuk yang dikenal dengan istilah Ajjoareng-Joa’ 
dianggap penulis mampu dipahami melalui usaha melihat hubungan yang 
terjadi secara spesifik di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. 
 1. Ajjoareng - Joa’ sebagai Perilaku Politik Bugis / Makassar 
Telah dibahas sebelumnya bahwa dalam masyarakat Bugis 
Makassar, patron biasanya diduduki oleh kalangan bangsawan yang disebut 
Ajjoareng atau Pappuangeng. Sedang klien berasal dari kalangan 
masyarakat biasa yang disebut joa’ atau ana’guru (pengikut). Hubungan 
patron dan klien merupakan hubungan kewajiban timbal-balik. Seorang 
patron berkewajiban untuk melindungi Joa’nya dari kesewenang-wenangan 
dari bangsawan lain,  pencurian, atau berbagai ancaman lain, serta 
memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. 
Sebaliknya, klien berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada 
patronnya, misalnya, dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau 
menjadi prajurit, dan mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya
14
. 
Dalam sistem politik orang Bugis tradisional, garis keturunan 
bukanlah jaminan untuk mendapatkan posisi jabatan politik. Tidak ada 
aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses suksesi suatu 
kontestasi politik. Namun terdapat sebuah petunjuk yang menggariskan 
bahwa untuk jabatan tertentu, calon yang akan dipilih biasanya mesti salah 
seseorang dari sekian banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan 
dia sendiri berasal dari status  tertentu saja. Jadi akan terdapat beberapa 
kandidat yang memiliki hak yang kurang lebih sama untuk berkompetisi 
dalam suksesi tersebut. Faktor utama yang dapat memenangkan adalah 
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kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta didukung oleh 
pengikut yang paling berpengaruh. Jadi secara mendasar pengikut (joa’) 
dapat dibedakan dua jenis. Pertama, pengikut dari kalangan orang biasa, 
yang mengabdi langsung kepadanya dengan misalnya, menjadi prajurit 
dalam pasukannya. Kedua, adalah pengikut dari kalangan bangsawan yang 
menjadi pendukung, yang juga memiliki pengikut dan pendukung sendiri
15
. 
Berangkat dari fenomena tersebut di atas, maka seorang patron 
harus berupaya untuk memperluas jaringan kliennya. Terdapat beberapa 
cara untuk membangun dukungan jaringan klien. Cara pertama adalah 
dengan menunjukkan sikap kedermawanan dan membangkitkan rasa 
hormat dari kalangan pengikut dengan melindungi dan menjaga 
kesejahteraan mereka lebih baik dibanding yang lain. Cara lain adalah 
dengan membangkitkan kebanggaan pengikut dan harapan akan masa 
depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi atau tampak 
sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut. 
Pengikut pada gilirannya akan merasa ikut terhormat, dan berharap 
memperoleh keuntungan dari jabatan pemimpinnya, karena dengan 
memegang jabatan tersebut meningkatkan peluang patron mereka untuk 
mendistribusikan kembali kekayaan atau kepentingan tertentu yang 
diperolehnya. Cara yang ketiga adalah untuk melalui “perkawinan politik” 
yaitu dengan menikahi keturunan atau keluarga bangsawan yang memiliki 
joa’ yang banyak serta pendukung yang berpengaruh16. 
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2. Ajjoareng – Joa’ dalam Dinamika Politik Lokal Kabupaten Gowa 
Sistem patron klien ini kemudian senantiasa berlaku di masyarakat 
Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat Gowa hingga sekarang. 
Meskipun di setiap jamannya pemberlakuan sistem patron klien ini 
mengalami perubahan dari segi nilai-nilai tertentu dengan mengikuti 
perkembangan sosial budaya dan politik masyarakat. Pelras membagi 
praktek patron klien di Sulawesi  Selatan dalam beberapa fase. Fase 
pertama adalah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Terdapat banyak 
perubahan dalam rangka mengefisienkan sistem pemerintahanan. Misalnya 
mempersatukan wilayah yang sebelumnya otonom, wilayah pemerintahan 
dibagi menjadi wilayah baru yang dinamakan kampung.  
Meskipun penunjukan pemimpin dan pejabat tinggi dilakukan 
dalam prosedur tradisional tetap dipertahankan, namun campur tangan 
Gubernur Jenderal Belanda sangat besar dalam pengambilan keputusan 
terakhir. Kondisi ini berimplikasi pada nilai pengikut menjadi berkurang, 
demikian halnya dengan  peran patron sebagai pelindung menjadi tidak 
begitu penting lagi. Pada fase kedua yaitu masa perjuangan kemerdekaan. 
Ditandainya dengan banyaknya orang-orang baru yang bukan dari kalangan 
bangsawan menduduki posisi kekuasaan yang strategis.  Meski demikian 
tedapat juga yang berasal dari kalangan bangsawan tapi cenderung tidak 
memperlihatkan simbol-simbol kebangsawanan dengan mengganti nama 
kebangsawanan mereka dengan nama Muslim biasa, Contohnya Almarhum 
Jenderal Muhammad Yusuf. Hal lain adalah dengan adanya pengaruh 
pemikiran dari luar, khususnya dari kelompok pemuda atau kelompok 
pembaharu berupaya merubah nilai-nilai tradisional yang mereka sebut 
zaman feodal. Pemikiran baru tersebut berdasarkan ide demokrasi yang 
dipengaruhi oleh Barat dan juga dipengaruhi oleh konsep pemikiran Islam 
modernis.   
Fase selanjutnya, yaitu fase pasca kemerdekaan Indonesia 
diproklamirkan, kalangan bangsawan mengalami perpecahan. Salah satu 
pihak mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda 
untuk tetap berupaya berada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 
harapan bahwa basis-basis kekuasaan mereka dapat tetap dipertahankan. 
Namun, sikap mereka menjadi boomerang karena mengakibatkan mereka 
ditinggalkan banyak pengikut yang menginginkan kemerdekaan, sehingga 
para bangsawan semakin kehilangan pengaruhnya. Di  sisi lain terdapat 
sebagian kalangan bangsawan Bugis, Makassar, dan Mandar yang lebih 
menyukai perubahan sosial sehingga berpihak kepada Republik Indonesia. 
Kelompok bangsawan ini dengan suka rela mengorbankan kedudukan 
politik dan ekonomi demi cita-cita republik mereka. Karena, sebagai 
pemimpin (patron), mereka menghabiskan sebagian besar harta benda 
untuk membantu pengikut yang membutuhkan, yang mengalami 
penderitaan karena peran serta mereka dalam perang kemerdekaan.   
Fase terakhir adalah pada masa pemerintahan modern yang 
dibedakan dalam dua periode. Periode pertama adalah masa transisi, dimana 
banyak posisi kekuasaan baik dipilih maupun ditunjuk diduduki oleh 
keturunan raja sebelumnya. Seperti yang terjadi di Wajo, dimana ketiga 
puluh bekas wanua warisan Pemerintahan Kolonial Belanda disatukan 
menjadi 10 kecamatan, semua camat adalah mantan arung dari sejumlah 
wanua terdahulu. Para arung yang tidak ditunjuk menjadi camat diberi 
jabatan lain.  
Periode kedua atau pasca masa transisi penunjukan semua pejabat 
baru dari atas tidak lagi berlaku, sistem klien pun kembali berlaku tapi 
dengan nilai yang berubah. Sistem kroni atau hubungan patronase menjadi 
suatu kelebihan dalam menduduki jabatan dibandingkan memiliki jumlah 
pengikut yang banyak.  Pada masa Orde Baru hubungan Ajjoareng-Joa’ 
juga mengalami manifestasi yang berbeda. Terjadinya perubahan 
komposisi elit mengakibatkan sistem Ajjoareng tidak lagi berdasarkan 
semata-mata karena faktor “darah putih”. Hal ini ditegaskan oleh Mattulada 
bahwa stratifikasi sosial lama sering dianggap sebagai hambatan kemajuan 
dan mengalami perubahan dengan sistem stratifikasi sosial baru yang 
berdasarkan pangkat dalam sistem birokrasi dan tingkat pendidikan formal 
dan status ekonomi. 
Komposisi elit baru di terdiri atas : bangsawan, pegawai negeri serta 
intelektual, dan pengusaha. Pada dasarnya ketiga kelompok elit ini saling 
berpenetrasi, karena seorang bangsawan juga bisa jadi pegawai, intelektual, 
atau pengusaha. Dalam ketiga kategori tersebut, secara mendasar  dapat 
dibagi lagi menjadi militer dan non-militer. Menurut Mattulada 50 persen 
dari pejabat tinggi di Sulawesi Selatan berasal kelompok militer yang 
dikaryakan. Peranan kelompok militer pada masa pemerintahan orde baru 
sangat signfikan dalam sistem sosial masyarakat. Hal ini kemudian 
berdampak dalam sistem Ajjoareng-Joa’ di masyarakat Bugis Makassar.  
Bangsawan yang memiliki latarbelakang militer atau memiliki keluarga 
dari kelompok militer akan semakin mengangkat wibawanya di masyarakat. 
Meskipun keamanan masyarakat stabil pada masa ini, namun sistem 
Ajjoareng-Joa’ tetaplah penting dalam hal penguasaan 
sumberdaya-sumberdaya tertentu yang akan melanggengkan status sosial 
atau kekayaan.  
Bercermin dari fenomena tentang dinamika sistem politik dan 
pemerintahan di Indonesia yang dari pusat sampai pada tingkatan lokal, 
maka model patron-klien atau Ajjoareng-Joa’ kembali menjadi dasar dalam 
membangun kekuatan politik secara lokal. Pada masa Pemilu 1999 partai 
politik tumbuh bak jamur di musim hujan. Maraknya partai politik pada 
masa reformasi menjadi wadah bagi para Ajjoareng untuk kembali 
membangun jaringan joa’-nya. Fenomena ini sangat mencolok terlihat di 
hampir setiap daerah di Sulawesi Selatan. 
Salah satu perubahan signifikan dalam sistem politik lokal adalah 
pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dalam hal ini 
dikategorikan sebagai pemilih tetap dan tanpa ada campurtangan dari 
pemerintahan propinsi atau pusat. Pada akhirnya sistem pemilihan 
pemimpin lokal kembali pada masa proses suksesi zaman dulu. Dimana 
kandidat yang akan menjadi pemenang sangat ditentukan oleh kuantitas joa’ 
atau jumlah pendukungnya yang akan menentukan hasil pemilihan secara 
langsung termasuk kategori-kategori upaya yang dilakukan untuk 
memperluas jaringan klien atau pendukung. Namun suatu hal yang menjadi 
pembedanya adalah kalangan Ajjoareng yang dahulunya diidentikkan 
berasal hanya dari kalangan tertentu seperti kaum aristocrat/bangsawan 
sudah berubah, kategori patron pada zaman dahulu kini berubah komponen 
pengisinya, jadi patron tidak mesti berasal dari kalangan bangsawan semata 
namun acuan patron bisa saja dari status pendidikan, jabatan, tingkatan 
ekonomi dan lain sebagainya. Jadi memang telah diketahui bersama bahwa 
pola patron klien yang hidup di tengah kehidupan masyarakat 
mempengaruhi hamper seluruh bidang sosial yang ada termasuk kehidupan 
politiknya, Pelras sendiri menyodorkan satu teka-teki besar: Jika 
ajaran-ajaran leluhur yang bersifat normatif begitu luhur, lalu bagaimana 
menjelaskan perilaku sehari-hari yang mudah ditemui sekarang dimana 
masyarakat Bugis "bersaing dengan kasar, tidak adil, curang, 
membeda-bedakan orang di depan hukum". Untuk memecahkan 
kontradiksi ini ia memberikan beberapa petunjuk (meski tak terlalu 
meyakinkan) bahwa ajaran-ajaran leluhur itu sendiri bila dilihat secara 
keseluruhan sudah mengandung kontradiksi, dan karenanya "sifat baik 
seseorang bukan sesuatu hal yang mutlak ada, akan tetapi sekadar sebagai 
alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki" 
 
D. Skema kerangka Berpikir 
Gowa merupakan akar kebudayaan yang telah berintegrasi dalam 
wilayah kesadaran masyarakat pendukungnya. Disadari atau tidak, keagungan 
dan kearifan sejarah dan kebudayaan Gowa telah menjadi kekuatan tersendiri 
dalam menyerap dan mentransformasikan berbagai anasir kebudayaan dari luar 
yang kemudian berintegrasi dalam sebuah harmonisasi kebudayaan termasuk 
ranah politis. Salah satu daerah di Gowa yang menarik untuk dikaji lebih dalam 
terkait dinamika politik yang berlangsung yaitu kecamatan Tompobulu dimana 
didalamnya terdapat delapan desa/kelurahan yakni Bontobuddung, Cikoro, 
Datara, Garing, Malakaji, Rappoala, Rappolemba, Tanete. Menelisik sejarah 
zaman dan waktu, didalam desa tersebut dulu ada yang dinamakan Gallarang, 
Gallarang adalah pemimpin tertinggi dalam Glarangschaap, setingkat Desa, 
pada zaman kolonial. Di bawah Gallarang, terdapat Galla Lolo (Gallarang 
Muda), yang menjadi penanggungjawab setiap dusun. Tata kelola pemerintahan 
dibawah Glarangschaap, berbeda dari satu desa dengan desa lainnya, walau 
secara prinsip memiliki kesamaan, yaitu masyarakat sangat tunduk kepada 
kepala pemerintahan lokal tersebut. Pemilihan Gallarang dilakukan melalui 
pemilihan langsung oleh masyarakat. Mereka yang dianggap 
memiliki Lo'loro (garis turunan memerintah) diajukan sebagai calon. Dalam 
proses pemilihan ini, tidak jarang dibumbui dengan intrik-intrik politik. 
Meski demikian, kekuatan tersebut dewasa ini telah mengalami reduksi 
struktural. Bahkan secara horisontal, sejarah terlebih kebudayaan setempat terus 
mengalami alienasi dari masyarakatnya sendiri termasuk pengaruhnya terhadap 
proses politik. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu bentuk 
kearifan lokal yang dimiliki oleh Kerajaan Gowa. Pada pelaksanaannya 
mengalami penurunan secara drastis akibat dilupakannya nilai-nilai yang 
seharusnya menjadi landasan dalam praktek moralitas di satu sisi. Hal ini 
ditandai dengan lemahnya pemahaman masyarakat setempat, tentang budaya 
lokal yang tentunya mengandung unsur-unsur nilai yang begitu berharga untuk 
kemudian di aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Hal menarik lainnya mengenai nilai politik lokal yang telah 
berlangsung sejak sekian lama dan sangat mempengaruhi proses politik 
setempat adalah mengenai kepercayaan politik masyarakat khususnya dalam 
memandang dan menentukan pemimpin, salah satu nilai lokal yang berkenan 
dengan tersebut sejak dahulu adalah adanya rasionalisasi masyarakat tentang 
sosok kalangan bangsawan yang begitu fanatik dan pola patronase kalangan 
aristokrat tersebut, sehingga menggambarkan jelas sebuah model patron klien 
secara tradisional namun dalam proses waktu serta dinamika politik lokal yang 
berlangsung pola demikian pun mengalami perubahan sehingga secara 
langsung menggeserkan nilai politik lokal yang dahulu tersebut. 
Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, penulis mencoba mengangkat  
Nilai-nilai politik lokal yang ada pada kabupaten Gowa, khususnya pada 
penyelenggaraan sistem pemerintahan dan proses politik yang mengalami 
perubahan bila dibandingkan dengan sistem sosial yang berlaku sejak dahulu 
dan yang terjadi decade sekarang ini. Dengan fokus penelitian pada Kecamatan 
Tompobulu. Dalam hal ini terkait mengenai gambaran pergeseran nilai politik 
lokal yang terjadi pada kecamatan tersebut dan mengenai faktor penyebab 
terjadinya pergeseran.  
Berdasarkan dari deskripsi di atas, maka untuk mempermudah arah 
penelitian dan penulisan skripsi nantinya, penulis akan memberikan gambaran 
tentang skema kerangka konsep. Skema tersebut dapat digambarkan dalam 
bagan sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe dan Desain Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Dalam penelitian ini, 
penulis melakukan langkah pertama dengan menentukan informan kunci (key 
informan) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Alasan penulis 
memilih tipe dan desain penelitian secara deskriptif kualitatif karena dengan 
tinjauan tersebut, akan sangat membantu mendapatkan data atau informasi 
secara faktual tentang gambaran pergeseran nilai politik lokal di kecamatan 
Tompobulu kabupaten Gowa sebagai salah satu bagian yang mempengaruhi 
proses politik lokal dalam konteks pemilihan kepala desa setempat. Untuk 
menganalisis peran budaya serta implementasinya dalam kehidupan politik 
masyarakat setempat diperlukan suatu metode guna mengenal struktur 
masyarakat yang ada, aspek kepercayaan politik baik secara personal maupun 
sebagai karakteristik sosial dan lain sebagainya, yang kesemuanya tersebut 
merupakan suatu mata rantai tak terpisah hubungannya satu sama lain, dan 
Patron Klien 
Nilai Tradisionil 
Pola Modern/Demokratis 
Proses Politik pada 
pemilihan Kepala Desa di 
Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Gowa 
 
Pergeseran Nilai Politik 
dianggap penulis dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif akan 
sangat membantu dalam proses penelitian yang dilakukan sehingga mampu 
mendapatkan data dan informasi yang faktual dan tepat. 
B. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian, peneliti mengambil beberapa lokasi pada beberapa 
desa dikecamatan Tompobulu kabupaten Gowa yaitu daerah dengan 
pertimbangan bahwa lokasi dari beberapa desa yang dimaksud merupakan 
interpretasi baik secara demografis, kultural dan geografis dari Kabupaten 
Gowa, yang merupakan salah satu daerah yang terus mengalami kehidupan 
politik yang dinamis semenjak era reformasi dengan penerapan sistem 
pemilihan secara langsung Di kecamatan Tompobulu terdapat delapan 
desa/kelurahan yakni Bontobuddung, Cikoro, Datara, Garing, Malakaji, 
Rappoala, Rappolemba, Tanete. Namun yang menjadi lokasi penelitian penulis 
yakni Desa Datara dan Garing sebab Desa ini dahulu merupakan suatu Kerajaan. 
Perubahan yang terjadi didaerah tersebut mengenai pola pikir masyarakat 
tentang sosok pemimpin yang akan dipilihnya, potret mengenai suksesi 
pemilihan, pola distribusi/alokasi kepentingan, lobi politik serta system social 
politik yang berlaku di dalamnya mengidentifikasikan sebuah dinamika 
kehidupan politik lokal. Pergeseran nilai budaya politik lokal tersebut turut 
memberi warna terhadap kondisi politik lokal maupun nasional sehingga 
menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. 
C. Pemilihan Informan 
Selama penelitian, penulis menggunakan teknik snowballing. Cara 
memperoleh informan dengan teknik ini yang pertama adalah menemukan  
gatekeeper yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu penulis 
selama penelitian ini sekaligus orang pertama yang diwawancarai, kemudian 
dapat menunjukkan informan lain yang lebih paham dan dapat diwawancarai 
untuk melengkapi informasi yang sudah didapat penulis. 
 
 
D. Sumber Data 
 Data Primer 
Sebagaimana dalam penelitian kualitatif  maka penulis menggunakan 
metode wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang 
memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara 
dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran 
penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan 
dalam melakukan wawancara dengan para informan, penulis menggunakan 
alat rekam dan alat tulis menulis sebagai alat bantu. Adapun key informan 
yang terpilih dalam pengumpulan data ini adalah : 
1. Kepala Desa yang berada dikecamatan tompobulu yakni terdiri      
daridesa Datara dan Garing 
2. Tokoh masyarakat setempat yang dianggap dapat membantu dalam 
pengambilan data.  
 Data sekunder 
Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan 
data dari beberapa buku, jurnal,koran, serta literatur-literatur lainnya yang 
relevan dengan obyek yang diteliti. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara 
mendalam dengan key informan yaitu orang yang dianggap paham dan 
mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman 
wawancara yang telah dibuat peneliti agar wawancara tetap berada pada 
fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat 
pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Pemilihan informan dapat berkembang 
dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian demi memperoleh data 
yang akurat. 
2. Dokumen/Arsip 
Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 
fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang penting dalam 
penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis, 
gambar/foto, rekaman audio atau film audio-visual. Selain itu data statistik, 
laporan penelitian sebelumnya serta tulisan-tulisan ilmiah merupakan 
dokumen penting yang perlu ditelusuri untuk memperkaya data yang 
dikumpulkan. 
 
F. Teknis Analisis Data 
Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus, sehingga datanya akan lebih mendalam. Teknik analisis 
yang demikian ini mengikuti pendekatan analisis kualitatif dengan 
menggunakan model Miles and Huberman
17
. Oleh karena itu, analisis 
datanya meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data (data reduction), yakni 
merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal 
penting dari sejumlah data lapangan yang telah diperoleh lalu mencari 
polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas tentang pergeseran nilai politik local di 
Kabupaten Gowa dalam konteks pemilihan kepala desa. Kedua, penyajian 
data (data display), yakni menampilkan data yang telah direduksi yang 
sifatnya sudah terorganisasikan dan mudah dipahami. Ketiga, kesimpulan 
(conclution drawing), yakni akumulasi dari kesimpulan awal yang disertai 
dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten (kredibel), sehingga 
kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab 
permasalahan penelitian. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis adalah Kabupaten 
Gowa, salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian 
dipilih beberapa daerah kecamatan/desa yang dianggap menjadi interpretasi secara 
keseluruhan untuk berusaha mengidentifikasi daerah tersebut baik dari segi politik, 
sosial, dan kulturalnya berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki 
para informan/masyarakat yang mendiami atau berdomisili di tempat tersebut dan 
juga referensi atas kajian yang sudah ada sebelumnya. Dinamika kehidupan politik 
Kabupaten Gowa tergolong menjadi suatu hal yang menarik untuk diikuti, berdasar 
atas jejak historis wilayah tersebut beserta latar yang ada dalam kehidupan 
masyarakatnya, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, karakter 
budaya setempat, kearifan lokal yang ada menjadi hiasan tersendiri dalam warna 
kemajemukan di Sulawesi bahkan nusantara serta percaturan politik lokal yang 
terus mengalami kedinamisan, semuanya menjadi salah satu alasan untuk 
menjadikan Kabupaten Gowa menjadi lokasi penelitian yang menarik guna 
mencermati kemudian mengenal suatu hal yang menjadi bagian dari kehidupan 
politik dan sosial bangsa Indonesia. 
A. Gambaran umum wilayah 
Tompobulu Merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di 
kabupaten Gowa, Sulawesi selatan yang berbatasan dengan gunung lompo 
battang disebelah utara, kabupaten jeneponto sebelah timur, kecamatan Biring 
bulu sebelah barat dan kabupaten jeneponto dan bantaeng disebelah selatan. 
Adapun luas wilayah kecamatan Tompobulu yaitu 208.79 km². 
Ibu kota kecamatan Tompobulu adalah Kelurahan Malakaji pada umumnya 
semua Desa/kelurahan yang paling dekat dengan kecamatan adalah kelurahan 
cikoro yang mempunyai jarak sekitar 4 km dan desa/kelurahan yang paling jauh 
jaraknya adalah desa Rappoala yang berjarak 27 km. yang mana desa ini melalui 2 
desa/kelurahan untuk sampai keibukota kecamatan. 
Kemudian jarak tempuh dari ibu kota kecamatan ke ibukota kabupaten 
sekitar 135 km dengan waktu tempuh sekitar 4-5 jam dengan angkutan kendaraan 
roda empat. Dengan melalui kabupaten Jeneponto dan kabupaten Takalar. 
Desa / kelurahan Luas (km²) Persentase 
Garing 13.88 10.47 
Bontobuddung 9.33 7.04 
Tanete 22.91 17.29 
Cikoro 17.33 13.08 
Rappolemba 27.38 20.66 
Rappoala 20.96 15.81 
Malakaji 6.75 5.09 
Datara 14.00 10.56 
    Sumber: Kecamatan Tompobulu dalam angka 
 
B. Pemerintahan  
Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu kecamatan tertua yang 
berada didataran tinggi dimana kecamatan ini sudah mengalami beberapa kali 
pemekaran. Sejak berdirinya kecamatan ini sudah mengalami beberapa kali 
pergantian camat sudah sekitar sepuluh kali pergantian.kemudian untuk jumlah 
pegawai dibeberapa instansi mengalami peningkatan tiap tahunnya. Walaupun 
tiap tahun mengalami peningkatan namun masih ada instansi yang mengalami 
kekurangan pegawai terutama kantor lurah dan KUA. Di kecamatan tompobulu 
terdapat beberapa kantor instansi pemerintahan, antara lain kantor Camat, 
Polsek,Koramil,Puskesmas,KUA,dan lainnya. 
Setiap desa/kelurahan dikecamatan tompobulu memiliki kantor dan 
balai sebagai tempat kegiatan pelayanan masyarakat, kemudian untuk surat 
menyurat ada rumah pos yang terdapat dikantor camat pegawainya dirangkap 
oleh pegawai kantor camat yang terletak dikelurahan malakaji.banyaknya 
pegawai negeri sipil dikecamatan tompobulu menurut instansi tahun 2012-2013 
dapat dilihat dari table berikut ini: 
Nama instansi 2012 2013 
Kantor camat 22 23 
  Depdikbud 6 4 
  Puskesmas 16 18 
 KUA 2 2 
 Penerangan - - 
BKKBN 2 2 
Nama instansi 2012 2013 
Pertanian 4 5 
Perkebunan - - 
Peternakan 1 1 
Kehutanan 1 1 
Statistik 1 1 
Polsek 22 28 
Koramil 24 27 
  Sumber : Kecamatan Tompobulu dalam angka. 
 
C. Penduduk  
Berdasarkan data BPS,jumlah penduduk kecamatan Tompobulu pada 
tahun 2014 tercatat sebanyak 29.264 jiwa yang terdiri 14.139 laki laki dan 
15.124 perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 208.79 km² maka rata rata 
kepadatan penduduk di Tompobulu pada tahun 2014 sebanyak 713 jiwa per 
km². 
Rata rata pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 4 tahun terakhir 
sebesar 8,41 persen. Hal ini dikarenakan banyaknya angka usia kerja yang 
menjadi TKI. Pada tahun sebelumnya,pertumbuhan penduduk hingga 
menembus level 10,19 persen.sedangkan untuk tahun ini melambat menjadi 
0,10 persen. Hal ini didukung bila dilihat dari grafik piramida penduduk tahun 
2014. Terlihat bahwa penduduk kelompok umur 0 – 4 tahun lebih sedikit 
dibandingkan penduduk kelompok umur 5-9 ., yang mengindikasikan bahwa 
tingkat kelahiran lebih rendah dari pada periode sebelumnya. Disamping itu 
juga laju pertumbuhan penduduk tertahan pada umur usia kerja karena banyak 
menjadi TKI dinegara Negara tetangga. 
 
D. Gambaran Umum Nilai Sosial Masyarakat Kecamatan Tompobulu dalam 
Lingkar Budaya Kepemimpinan Setempat 
Di Sulawesi Selatan, pemikiran politik, utamanya konsep 
kepemimpinan dalam pemerintahan, bertumbuh seiring dengan perkembangan 
pemikiran dan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan konsep pemerintahan 
(kepemimpinan) di Sulawesi Selatan dapat dilihat berdasarkan tiga periode 
yakni ;   
1. periode Galigo, 
2. periode lontara’ dan 
3. periode masuknya Islam. 
Pada periode Galigo, konsep kepemimpinan dapat dirumuskan 
berdasarkan pandangan religio charismatic. Pada masa ini keberadaan 
dewa-dewa sebagai penguasa di bumi mendominasi kehidupan masyarakat. 
Dalam periode ini dikisahkan bagaimana awal mulanya penciptaan dunia dan 
bagaimana usaha para dewa di langit dengan segala kekuatan super yang 
dimilikinya berusaha menempatkan keturunannya di bumi sebagai penguasa. 
Dalam epos Galigo dengan jelas diceritakan bagaimana peran para dewa langit 
(keturunan Patoto’e atau Sang Penentu Nasib) membangun tatanan sosial di 
bumi. Di sini jelas sekali nampak bahwa peranan manusia biasa hampir tidak 
ada. Kalau pun ada, mereka tidaklah mempunyai peranan penting dalam proses 
tersebut. Kehidupan di bumi pun kemudian dibangun pula oleh keturunan dewa 
dari Dunia Bawah (Peretiwi) yang menjadi pasangan dewa dari Dunia Atas 
(Boting Langi’).  
Setelah diturunkannya kedua manusia-dewa tersebut, maka semua 
manusia yang tidak termasuk dalam golongan mereka hanya mampu menerima 
nasib. Tidak ada aturan yang dapat diberlakukan kecuali aturan dewata. 
Manusia biasa bukanlah subjek dalam kehidupan masyarakat. Segala sesuatu 
dimulai dan ditempatkan dari atas, menurut kehendak sang dewata. Dan 
manusia biasa pun kemudian menerima keadaan tersebut sebagai sesuatu yang 
semestinya memang demikian.  
Pada periode Galigo ini, dengan jelas dapat dilihat bahwa sikap hidup 
manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang ada diluar dirinya. Segala 
sesuatunya dinisbahkan pada kekuatan adikodrati (supranatural) sebagai sumber 
segala kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam kondisi masyarakat demikian, 
kekuasaan dalam kelompok-kelompok masyarakat diserahkan pada 
orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang berasal dari penitisan 
dewa-dewa dari Boting Langi’ atau Peretiwi.  
Berdasarkan kondisi masyarakat pada masa itu, pola pikir (konsep) 
kepemimpinan pun terbentuk. Kekuasaan kemudian menjadi absolut dan hanya 
menjadi milik dewa-dewa atau titisan dewa. Kekuasaan dikonsepsi berdasarkan 
aturan Kerajaan-Kerajaan dewa dan manusia biasa hanya  bisa mengikuti. 
Segala kekuasaan pimpinan dalam persekutuan hidup dan negara datang 
langsung dari Patoto’e (Yang Menentukan Nasib atas segala sesuatunya). 
Pemimpin diyakini sebagai dewa atau wakil dewa dan bertugas untuk 
memimpin, mengatur tata-tertib umat manusia dan manusia harus taat pada 
kekuasaan suci tersebut.  
Dengan demikian, berkembang pula pemahaman dan menjadi 
kepercayaan rakyat bahwa seorang pemimpin dalam sebuah kelompok memiliki 
kekuatan sakti yang berasal dari dewa. Seorang pemimpin bukan hanya 
mempunyai kekuatan fisik, tetapi juga metafisik yang kemudian dianggap 
sebagai representasi kekuasaan langit dan bumi yang berkelanjutan dari dunia 
sampai sesudah mati.  
Manusia menghadapi dunianya secara pasif dan dalam kehidupannya 
mereka memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka hanya mengikuti 
kosmos atau kodrat, sebagai sesuatu yang tak mungkin dilawan atau diubah 
secara seenaknya. Mereka beranggapan bahwa semuanya telah diatur oleh 
dewata dan atau titisannya yang menjadi penguasa (raja) di bumi.  
Hal ini juga terjadi pada hubungan antara pemerintah dan yang 
diperintah. Hubungan ini dianggap semata-mata hanyalah kodrat yang tak dapat 
dilawan. Ketaatan yang diperintah kepada pemerintahnya; kesetiaan yang 
dipimpin kepada pimpinannya dipandang sebagai kodrat suci yang telah berlaku 
tanpa sanggahan. 
Meski bersifat absolut, namun pada periode Galigo ini, pemimpin juga 
berusaha memberikan tuntunan etik dan moral terhadap kegiatan-kegiatan 
duniawi kepada rakyatnya. Berbagai pola kepemimpinan pun dihadirkan 
dengan segala model etika yang sebaiknya dipatuhi dan dijalankan oleh rakyat. 
Misalnya saja dalam sure’ Galigo yang menceritakan ketika Batara Guru akan 
diturunkan ke bumi. Ketika itu para dewa terlebih dahulu melakukan 
musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, titisan yang akan diturunkan ke 
bumi benar-benar merupakan keturunan yang memiliki kelebihan yang luar 
biasa, sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi pemimpin yang baik dan 
melahirkan keturunan yang baik pula. Hal ini nampak ketika I La Sangiang 
hendak diturunkan ke bumi. Para dewa yang ikut dalam musyawarah segera 
menolak. Hal ini disebabkan sifat I La Sangiang yang ugal-ugalan dan suka 
membuat keributan.  
Selama ini ia selalu menginginkan perang di Boting Langiq dan tak 
mampu menghargai sesamanya datu. Bahkan ia selalu merasa hanya dirinyalah 
yang dianggap anak dewata di Rualletté, tak ada duanya. Selain itu, 
pekerjaannya hanyalah menyabung ayam andalannya. Dan ia selalu berbuat 
curang. Kalau ayamnya mati, ia pun membunuh ayam sesamanya raja yang 
mengalahkannya agar seri dan setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya 
Batara Guru terpilih sebagai keturunan Patoto’e yang akan diturunkan ke bumi. 
Batara Guru memang memiliki kepribadian yang paripurna dibanding semua 
saudara-saudaranya.  
Sangat sulit mengambil keputusan ini, sebab ia telah kupersiapkan untuk 
menjadi raja di Rualletté. Ia memang sangat dibutuhkan, sebab dialah yang 
selalu membimbing sesamanya anak dewata di langit. Namun, biarlah kita 
turunkan saja anak sulung kita, Batara Guru, ke permukaan bumi. Semoga ia 
dapat membimbing penghuni bumi menyembah ke Boting Langiq dan 
menengadahkan tangan ke Pérétiwi.”  
Walaupun demikian, kekuasaan dewa di dunia sangat mutlak terhadap 
apapun yang ada di bumi. Konsep kepemimpinan periode Galigo ini, bisa 
disebut sebagi paham teokrasi. Paham ini menganggap raja menjadi raja dan 
negara menjadi negara itu berkat kekuasaan dan kehendak Tuhan atau Dewa. 
Dengan pimpinan Tuhan, raja memimpin umat manusia agar tercapai ketertiban 
seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Negara sebagai negara hanyalah 
perwujudan dan pelaksanaan kuasa Tuhan semata-mata.  
Pola kepemimpinan periode Galigo ini berlangsung selama ratusan 
tahun hingga semua keturunan dewa langit kembali ke langit dan tertutupnya 
pintu langit, sehingga dewa-dewa di langit tidak mudah lagi mondar mandir 
antara langit ke bumi. Pola kepemimpinan ini dapat dikatakan berakhir pada 
masa setelah Sawerigading dan We Cudai ditarik turun ke Dunia Bawah 
(Peretiwi) untuk menjadi penguasa. Pada masa selanjutnya, semua keturunan 
dewa kembali ke langit dan diputuskanlah hubungan antara langit dan bumi. 
Adapun tokoh-tokoh dalam periode Galigo ini seperti Batara Guru, Batara 
Lattu’, Sawerigading, I La Galigo, dll.  
Dalam manuskrip-manuskrip tua (lontara’) dijelaskan bahwa setelah 
terjadinya masa kekosongan kekuasaan (karena semua keturunan Batara Guru 
naik ke langit dan terputusnya hubungan antara langit dan bumi), maka 
kekacauan (sianre bale) pun terjadi selama 7 pariama. Pada masa itu, 
masyarakat tidak lagi mempunyai (pemimpin) pemerintahan yang mampu 
menjaga keamanan rakyat. Kelompok-kelompok kecil kekuasaan menjamur dan 
berlomba untuk saling menguasai. Masyarakat tak mempunyai pegangan 
(pemimpin), sebab selama ini masyarakat hanya menganggap bahwa keturunan 
dari penguasa langitlah (Dewata Patoto’e) yang berhak memerintah (berkuasa) 
di Bumi (Ale Lino). Karena tak adanya keturunan dari langit, maka kekuasaan 
pun tak terkendali dan terjadilah masa sianre bale.  
Dalam kondisi tersebut, masyarakat kehilangan pegangan hingga 
datangnya kembali to manurung (orang yang dianggap sebagai keturunan dari 
langit). Setelah masa kegelapan tersebut, Simpurusiang (1268-1293) kemudian 
muncul sebagai penguasa di Luwu. Oleh masyarakat, Simpurusiang masih 
dipercaya sebagai keturunan dewata yang turun dari langit (masih keturunan 
Sawerigading) yang turun ke bumi untuk menghentikan kekacauan dan 
mengatur pemerintahan. Sejak saat itulah sistem pemerintahan mulai berjalan 
dengan baik.  
Konsep kepemimpinan di Sulawesi Selatan setelah masa sianre bale 
berlalu, ternyata belum mengalami perubahan yang signifikan. Masa sianre bale 
yang terjadi memang hanya disebabkan oleh tidak adanya keturunan dari langit 
yang turun memimpin seperti pada periode Galigo. Karenanya, konsep 
kepemimpinan seperti pada periode Galigo, pun masih menjadi pegangan kuat 
bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin.  
Dalam berbagai manuskrip tentang kepemimpinan di Sulawesi Selatan, 
unsur etika dan moralitas kepemimpinan memang merupakan tolak ukur utama 
dalam menjalankan roda kekuasaan bagi seorang pemimpin. Hal ini, misalnya 
dapat dilihat dari beberapa pesan To Ciung Maccae ri Luwu kepada La Manussa 
To Akkaranggeng, calon Datu Soppeng Sonrongpole, sebelum menduduki tahta 
Kerajaan di Soppeng:  
“Lima hal yang menyebabkan seorang raja tetap tenang dalam 
Kerajaannya. Pertama, jujur ia terhadap dewata serta kepada sesamanya raja, 
terhadap negeri tetangganya, serta kepada rakyatnya. Ia juga jujur terhadap 
dirinya dan kepada isi rumahnya. Jujur pula ia kepada semua yang dilihat mata 
serta yang didengar telinga. Sebab, yang dikatakan sebenarnya jujur, hanyalah 
mereka yang jujur kepada semua yang tersebut tadi.”  
Kedua, apa saja yang hendak dilakukan oleh seorang raja, atau mau ia 
katakan, dilihatnya yang ada di depannya dan ia memperkirakan apa yang ada di 
belakangnya. Dipertimbangkannya pula kepada para hakim dan kepada 
rakyatnya dan menanyai sikap jiwanya. Hal itu dia kerjakan atau ia katakan jika 
telah disepakati oleh mereka yang mengetahui nasehat yang berujung kebaikan. 
Sebab, keburukan yang baik adalah yang disepakati. Dan kebaikan yang buruk 
ialah yang tidak disepakati. Persahabatan yang baik ialah yang tidak saling 
menyesali dan tidak saling menggerutui. Ketiga, mudah ia membantu orang 
dalam suka dan duka menurut wajarnya. Mudah ia menyapa serta memberi 
nasehat menurut patutnya. Mudah ia memberi kepada hambanya (rakyatnya), 
serta sangat pengasih dan penyayang ia, lagi selalu memberi makan dan minum 
siang dan malam. Orang yang sungguh-sungguh pemurah, ialah mereka yang 
menyenangi perbuatan yang tersebut itu.  
Keempat, teguh pendiriannya. Artinya, ia tidak meninggalkan janji. Ia 
juga teguh memegang ikrar (antar negara) dan tidak akan mementahkan 
keputusan hakim. Ia teguh pada batas-batas yang sudah ditentukan, tidak 
melebih-lebihkan perbuatannya, dan tidak menguranginya. Ia teguh juga untuk 
tidak melebih-lebihkan perkataannya, atau pun menguranginya. Ia juga tidak 
akan melebih-lebihkan penglihatannya daripada apa yang sudah dilihatnya. 
Demikian juga pendengarannya serta pengetahuannya daripada apa yang telah 
diketahuinya. Orang yang teguh memegang apa yang sudah disebutkan tadi, 
itulah orang yang sungguh-sungguh pendiriannya.  
Kelima, raja itu harus berani. Adapun orang yang berani, berani 
melakukan pekerjaan baik dalam kesulitan maupun dalam hal yang tidak sulit 
menurut patutnya. Berani ia mengucapkan perkataan yang keras maupun yang 
lemah lembut menurut wajarnya. Berani ia memutus perkara yang sulit maupun 
yang mudah sesuai dengan kebenaran. Berani ia mengingatkan serta menasehati 
para pembesar maupun kepada orang awam sesuai dengan kemampuannya. 
Berani juga ia berjanji dengan sesamanya raja atau negeri, baik menyangkut 
kebaikan maupun keburukan menurut wajarnya. Berani ia melihat yang luas 
maupun yang sempit, yang tinggi maupun yang rendah, yang besar maupun 
yang kecil, yang menyenangkan maupun yang susah, sampai yang sepatutnya 
dilihat oleh mata. Berani ia mendengar perkataan yang jelek maupun yang baik, 
suara yang keras maupun yang lembut, jauh maupun dekat. Jika seseorang 
berani terhadap semua yang sudah disebutkan itu, ia itulah raja yang panjang 
umur dan banyak anak. Berkembang rakyatnya, berbiak ternaknya, subur pohon 
buah-buahannya. Padi selalu menjadi. Tidak ditimpa bencana negerinya. Tidak 
curiga raja tetangganya. Ia disegani oleh negeri tetangganya serta dipatuhi oleh 
rakyatnya. Raja yang seperti itu pulalah kaya dan selalu menang dalam perang. 
Bertambah terus Kerajaannya. Bertambah juga kebesarannya. Dipuji oleh 
semua orang, tersohor barat, timur, utara dan selatan. Berita kebaikannya 
sampai kepada anak cucunya.” 
Berkaitan dengan konteks di atas ada baiknya di ketengahkan pemikiran 
yang terkandung dalam lontara yang berkaitan dengan masalah moral seorang 
raja/karaeng/ bangsawan terhadap rakyatnya. Pemikiran itu menyebutkan sebab 
musabab kehancuran sebuah negara sebagaimana pernyataan Karaeng I 
Mangadaccing Daeng Sitaba Karaeng Pattingaloang; 
“Nakana Karaenga lima pammanjenganna matena butta lompoa 
uru-uruna punna tea nipakainga’ karaeng ma’gauka makaruanna 
punna taena tumangngasseng ilalang pa’rasangan lompoa; maka 
talluna, punna mangngalle soso’gallarang ma’bicaraiya; maka 
appa’na punna majai gau’ ilalang pa’rasangan lompoa; maka 
limana punna tana kamaseangnga atanna karaeng ma’gauka”. 
 
Artinya: ada lima faktor yang dapat meruntuhkan suatu negara besar. 
Pertama, raja yang memerintah tidak mau diperingati; kedua, tidak ada orang 
pandai, kelompok cendekiawan dalam negeri besar; ketiga, para hakim dan 
pejabat kerajaan dapat disuap; keempat, terlampau banyak masalah besar dalam 
negara tersebut; kelima, raja tidak mencintai rakyatnya. 
Pada periode setelah terputusnya hubungan antara penghuni langit dan 
bumi, masyarakat kemudian memasuki sebuah masa baru yang disebut periode 
lontara’. Oleh para ahli, periode lontara’ dan periode Galigo diantarai oleh 
masa sianre bale. Meski pada periode ini konsep kepemimpinan pada 
hakekatnya masih sama dengan periode Galigo (kepemimpinan dewa-dewa), 
namun peran manusia biasa (rakyat) telah menduduki tempat tersendiri dan 
menentukan. Manusia biasa telah mempunyai hak untuk menentukan siapa yang 
adakan menjadi pemimpinnya. Salah seorang tokoh masyarakat mengatakan : 
 “Sebelum Kerajaan Gowa melakukan Ekspansi kewilayah 
Kerajaan sekitarnya, sudah ada beberapa kerajaan tetangga yang 
berdiri yakni kerajaan Datara dan Garing.  Masing-masing 
memiliki Tumanurung, Di kerajaan Garing bernama Tanikobbbika 
Nammiki dan Di kerajaan Datara bernama Lompo Simboleng”.18 
 
Konsep to manurung masa Galigo yang bersifat absolut kemudian 
mengalami pergeseran. Dalam proses penetapan seorang pemimpin, rakyat dan 
calon pemimpin telah diikat oleh semacam kontrak politik. Adapun kontrak 
politik antara rakyat dan calon pemimpinnya yang kemudian banyak dipakai 
pada pengangkatan seorang raja di beberapa Kerajaan di Sulawesi Selatan 
kurang lebih sebagai berikut:  
Rakyat: “Anginlah Engkau, dan kami daun kayu. Kemana engkau 
berhembus, ke situ pula kami ikut serta. Kehendakmu, menjadi kehendak kami 
pula. Apa nian titahmu, kami junjung. Perintahkanlah, kami penuhi. Mintalah 
dari kami dan kami akan memberimu. Engkau menyeru, kami datang. Terhadap 
anak-istri kami yang engkau cela, kami pun mencelanya. Akan tetapi, pimpinlah 
kami ke arah ketenteraman, kesejahteraan dan perdamaian.”  
To Manurung: “Kami menjunjungnya di atas batok kepala janjimu wahai orang 
banyak. Kami tempatkan dalam rumah keemasan, kemuliaan janjimu. 
Kontrak politik antara rakyat dan calon pemimpin dalam periode 
lontara’ ini merupakan salah satu pembeda yang cukup jelas dengan konsep 
kepemimpinan (pemerintahan/ kekuasaan) pada periode Galigo. Pada periode 
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ini, peran rakyat mulai kuat dan dapat menentukan seorang pemimpin. 
Meskipun pada hakekatnya mereka masih memegang kuat konsep 
kepemimpinan masa Galigo yang menganggap bahwa raja adalah dewa atau 
titisan dewa, namun kedudukan rakyat semakin kuat dan memegang peran 
penting. Konsep to manurung pada periode lontara’ ini kemudian bertahan dan 
menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan-Kerajaan selanjutnya, seperti 
Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng dan beberapa Kerajaan 
lainnya. Meski ada juga beberapa Kerajaan yang tidak mengenal konsep to 
manurung, namun dalam silsilah Kerajaan yang mereka susun, selalu 
mempertautkan silsilah penguasanya dengan masa Galigo (Kedatuan Luwu).  
H.Hanafi sebagai tokoh masyarakat juga mengatakan :  
“Dalam lontara disebutkan, ada dua raja yang pernah memerintah, 
masing masing bernama Batara Gowa yakni raja Gowa ke 7 anak 
dari tunatangkalopi dan Amas madina atau Batara Gowa ke II, 
setelah dari pengasingan di Srilangka ia masuk hutan hingga masuk 
daerah manuju juga Tompobulu”.19 
 
Pada periode lontara’ ini konsep kepemimpinan berkembang 
berdasarkan pandangan tradisional dan patrimonial, meski beberapa to 
manurung yang muncul dan menjadi raja pertama di beberapa Kerajaan adalah 
seorang perempuan, misalnya di Kerajaan Gowa. Pada masa ini struktur 
pemerintahan semakin berkembang. Beberapa lembaga-lembaga mulai 
terbentuk sesuai dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan rakyat. Di 
Luwu, misalnya, berbagai lembaga-lembaga yang bertugas membantu tugas raja 
terbentuk dan kemudian menjadi pola bagi perkembangan lembaga-lembaga di 
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beberapa Kerajaan, khususnya di Sulawesi Selatan.  
Dialektika pemikiran tentang konsep kepemimpinan (pemerintahan) 
kemudian melahirkan sebuah lapisan masyarakat penguasa yang akan dijadikan 
cikal bakal penguasa. Lapisan masyarakat ini disebut anakarung atau 
anakareang. Bila dicermati dengan baik pelapisan masyarakat di Sulawesi 
Selatan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga lapisan yakni anakarung 
(lapisan raja beserta sanak keluarganya), maradeka (lapisan rakyat jelata atau 
rakyat kebanyakan) dan ata (sahaya).  
Dalam pandangan Friedericy malah melihat pelapisan masyarakat 
Sulawesi Selatan pada hakekatnya hanya terdiri dari dua yakni anakarung dan 
maradeka. Adapun ata menurutnya hanya merupakan lapisan sekunder yang 
terjadi mengikuti pertumbuhan kehidupan Sulawesi Selatan. Selain itu, lapisan 
ini bisa juga muncul dan atau menjadi akibat dari sebuah peristiwa (kalah 
perang, kalah judi, punya utang yang tak mampu dibayar, dll).  
Selain munculnya dua pelapisan dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, 
perubahan terhadap konsep kepemimpinan (kekuasaan) juga terus mengalami 
perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengetahuan. 
Berbagai pranata sosial terbentuk dan berkembang sejalan dengan fungsinya 
dan kebutuhan masyarakat. Masa ini berlangsung ratusan tahun hingga 
masuknya Islam dan menjadi agama Kerajaan.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PEMBAHASAN 
Mentransformasikan sebuah nilai, pemikiran atau ajaran masa lalu untuk 
kemudian ditarik dalam ranah kekinian memang merupakan sebuah pekerjaan yang 
tidak mudah. Upaya ini bahkan hanya dinilai sebagai sebuah proses beromantika 
tanpa harus tertarik dan tergugah untuk mewujudkannya sebagai sebuah konsep 
yang “ideal” dalam sistem kepemimpinan pemerintahan yang ada.  
Realitas ini tidak dapat dipungkiri terjadi pada hampir semua sistem nilai 
yang kita (masyarakat Sulawesi Selatan) miliki, termasuk kearifan lokal tentang 
kepemimpinan. Sebab hampir semua konsepsi bernegara, dalam hal ini konsepsi 
tentang kepemimpinan kita telah diformat dalam sebuah paradigma Barat atau 
kultur lain yang cenderung baru. Bahkan jika kita terpaksa untuk menggali 
nilai-nilai dan ajaran kepemimpinan kuno dalam masyarakat, kita hanya berputar 
dalam ruang-ruang penyesuaian dengan nilai dan ajaran-ajaran yang sudah 
terdoktrin secara tegas dalam sistem bernegara kita sampai pada ranah lokal di 
bawahnya.  
Dalam konsep demokrasi dan kepemimpinan misalnya, para ilmuwan, 
kebanyakan hanya mengatakan bahwa konsep demokrasi yang ada sekarang 
sebenarnya juga telah lama diterapkan dalam sistem kepemimpinan masyarakat di 
Sulawesi Selatan. Jadi, kita hanya digiring untuk menyamakan apa yang kita miliki 
dengan apa yang telah kita adopsi secara berlebihan dari kultur lain. Dalam keadaan 
demikian, maka semua tata nilai dan ajaran yang terdapat dalam kehidupan 
masyarakat pada masa lampau hanya menjadi bahan perbandingan tanpa perlu 
mengangkatnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan apalagi harus diterapkan dalam 
sistem bernegara kita saat ini, meskipun hanya dalam lingkup yang lebih kecil. 
Seperti yang dikatakan seorang informan :  
‘‘Sebenarnya Konsep pemilihan secara demokratis sudah sejak 
dahulu ada tapi dengan nama yang berbeda, karena didaerah ini 
masyarakat atau warga diikut sertakan dan berperan aktif dalam 
pemilihan pemimpin. Hanya saja dalam pemilihan tersebut terdapat 
ritual ritual tertentu.dan dalam hal pemilihan sosok pemimpin saya 
melihat fanastisme masyarakat terhadap kalangan bangsawan 
cukup besar dikarenakan dulunya didaerah ini  terdapat kerajaan 
Datara dan Garing.’’.20  
 
Dari penjelasan informan diatas menggambarkan tentang keberadaan 
pengetahuan lokal di masa lalu sebagai tata nilai dan ajaran yang menjadi pegangan 
hidup bermasyarakat, utamanya di daerah Sulawesi Selatan seperti Kecamatan 
Tompobulu sebagai lokasi penelitian penulis. Beberapa dari hal tersebut terkadang 
sudah tidak terasosiasi dalam kehidupan masyarakat setempat pada waktu 
kemudian, meskipun beberapa dari pengetahuan lokal tersebut masih berlaku di 
tengah lingkungan sosial setempat hingga sekarang. 
Di Sulawesi Selatan pada umumnya tentang pemikiran politik, utamanya 
konsep kepemimpinan dalam pemerintahan, bertumbuh seiring dengan 
perkembangan pemikiran dan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan konsep 
pemerintahan (kepemimpinan) di Sulawesi Selatan dapat dilihat berdasarkan tiga 
periode yakni ;  
1. periode Galigo, 
2. periode lontara’ dan 
3. periode masuknya Islam. 
Dari beberapa periode tersebut pun sampai saat ini tidak berhenti pada titik periodik 
itu saja namun pun terus mengalami kedinamikaan sesuai waktu dan kondisi sosial 
yang berlaku di tengah masyarakat. 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa ritus budaya lokal ataupun 
pengetahuan setempat yang menjadi acuan dasar dalam berkehidupan masyarakat di 
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hampir seluruh wilayah Sulawesi selatan mengalami proses panjang dan memiliki 
dinamika tersendiri dari waktu ke waktu, termasuh konteks budaya dan kearifan 
lokal yang ada di kecamatan Tompobulu terkait konsepsi pandangan masyarakat 
terhadap pola kepemimpinan setempat dan proses politik yang berlangsung secara 
umumnya. 
Dalam konsepsi politik lokal terkhusus pada pemilihan kepala desa di 
Tompobulu ada beberapa pergeseran nilai sosial dan politik yang berlangsung di 
daerah setempat, pada bab ini penulis akan menggambarkan perihal tersebut yang 
mana dari penggambaran tersebut dapat menjelaskan proses politik yang telah 
berlangsung serta mempengaruhi kehidupan proses politik lokal tersebut. 
A. Pergeseran Nilai Politik Lokal Yang Terjadi di Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Gowa Dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa 
Kebudayaan yang ada di setiap wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di 
daerah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, sejak dahulu telah memiliki 
perjalanan sejarah dan muatan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan 
masyarakat sosial disana. Instrument budaya seperti misalnya norma, etika, nilai 
dan sebagainya adalah kumpulan tata aturan hidup yang menjadi pedoman pada 
seluruh aspek kehidupan masyarakat setempat. Kecamatan Tompobulu 
memiliki catatan sejarah panjang baik dari sisi implementasi pengaruh nilai 
budaya sampai pada sejarah pemerintahan dan kepemimpinannya, hal tersebut 
seperti dijelaskan oleh seorang informan yang mengatakan ; 
“Sebelum Kerajaan Gowa melakukan Ekspansi kewilayah Kerajaan 
sekitarnya, sudah ada beberapa kerajaan tetangga yang berdiri 
yakni kerajaan Datara dan Garing.  Masing-masing memiliki 
Tumanurung, Di kerajaan Garing bernama Tanikobbbika Nammiki 
dan Di kerajaan Datara bernama Lompo Simboleng”.21 
 
Merunut dari hal tersebut, bisa menggambarkan bahwa pada saat dahulu 
daerah administratif semisal kecamatan tompobulu yang sekarang beserta 
daerah lingkup pemerintahan di bawahnya berbeda jauh secara proses 
pembentukan wilayah kepemerintahan dan sistem politiknya. Secara kolektif 
sejarah wilayah dan cakupan berlakunya tata nilai budaya tompobulu bersumber 
dari budaya dua kerajaan yang pada waktu dahulu ada. Dalam sistem 
pemerintahan di kerajaan Datara pada umumnya dikenal dengan sistem 
Demokrasi Terpusat pada kekuasaan karaeng sebagai pemimpin yang 
kharismatik. Para karaeng langsung berhadapan dengan rakyatnya karena ia 
memiliki atau pemilik kalompoang dan membentuk pola kepemimpinana yang 
dikenal sebagai Pamminawangngang Tojeng  (kepemimpinan langsung). 
Munculnya konsep kepemimpinan langsung pada masyarakat di 
Kerajaan Datara bersumber pada konsep kalompoang dan gaukang yang 
dianggap oleh masyarakat memiliki kekuatan supranatural. Oleh karena  
itu, kalompoang dan gaukang mengandung kebesaran atau kehormatan.   
Kalompoang dan gaukang merupakan atribut kerajaan. Konsep 
gaukang lebih menunjukkan pada benda dan hasil perbuatan (Gau=berbuat), 
sedang konsep kalompoang lebih mengaitkannya dengan jabatan tertentu, dan 
benda-benda tertentu yang ditemukan secara ajaib dengan bentuknya yang ajaib 
pula yang diyakini oleh masyarakat setempat. gaukang adalah sebuah benda 
yang aneh bentuk ataupun warnanya, dapat berupa sebuah batu, sepotong kayu, 
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buah-buahan tertentu, sepotong kain atau kadang-kadang senjata atau perisai 
dengan kekhususan tertentu. Pendeknya dia adalah benda aneh, yang 
diketemukan atau didapat dengan cara yang aneh, rahasia atau dengan cara yang 
luar biasa. Gaukang di desa Datara misalnya berupa batu dengan rupa mirip 
tubuh manusia. 
Sebuah kalompoang dapat berupa benda pusaka kerajaan atau 
benda-benda peninggalan tokoh yang dinyatakan turun dari khayangan yang 
mereka nobatkan sebagai peletak dasar kerajaan. Benda ini merupakan jaminan 
pengabsahan yang memberikan kesaksian bahwa pemegang telah memiliki 
kekuasaan sebagai perwalian pemilik utama kekuasaan yang berasal 
dari kalompoang dengan demikian pemegang kekuasaan itu akan bekerja sesuai 
petunjuk pemilik utama kekuasaan itu bagi kesejahteraan dan ketertiban 
masyarakat. 
Pemilik gaukang dan kalompoang berhak untuk duduk pada puncak 
kekuasaan untuk memimpin suatu kaum atau negeri dan dinobatkan sebagai 
pemimpin atas dasar keabsahan gaukang dan kalompoang. Dalam 
lingkungan  KaraengriTompobulu, gaukang dan kalompoang merupakan 
sumber legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, Karaeng ri Tompobulu diterima 
dan dihormati sebagai pemimpin Pamminawangngang tojeng. Selain 
itu,  kalompoang  atau  gaukang  berkaitan erat dengan anggapan masyarakat 
bahwa melalui benda itu pemegang, penerima kekuasaan dan akan terikat ikrar 
kepatuhan, ketaatan dan tata tertib yang diwarisi oleh pendiri kerajaan, sehingga 
dapat memikat pengakuan dan ketaatan dari rakyat bahwa seseorang yang 
dianugrahi memiliki kalompoang dan gaukang pada dirinya tercermin 
kepemimpinan karismatik yang pada akhirnya bermuara pada kedudukan   
seorang  karaeng  sebagaipemilik kallabbirang (kemuliaan), kacaraddekang (
kepintaran), kabaraniang  keberanian), kakalumayyangang (kekayaan). 
Otoritas kekuasaan seperti hal tersebut hanya dimiliki dan diteruskan oleh 
keturunan bangsawan setempat di wilayah Tompobulu. 
Dalam periode Islam, konsep pemerintahan di masyarakat Kabupaten 
Gowa khususnya di kecamatan Tompobulu, juga mengalami perubahan. 
Berbagai pranata sosial dibangun dengan landasan pemikiran Islam. Masuknya 
unsur sara’ dalam pangngadakkang, misalnya, merupakan bagian yang cukup 
penting dalam perubahan sistem sosial kultural di masyarakat Tompobulu. 
Hingga saat inipun kepercayaan masyarakat tentang nilai dan etika sosok 
kepemimpinan yang religius menjadi pertimbangan penting. Salah seorang 
tokoh agama Di Tompobulu mengatakan : 
“Kebanyakan masyarakat didesa ini, jika ingin memilih calon 
pemimpin ia mempertimbangkan mengenai keyakinan (agama) 
pemimpin yang akan dipilihnya. karena masyarakat disini 
beranggapan salah satu kriteria pemimpin yang baik jika pemimpin 
tersebut taat beragama maka moral pemimpin tersebut akan baik 
pula”.22  
Masuknya periode tertentu pada kehidupan masyarakat turut 
mempengaruhi bentuk nilai yang berlaku. Pada periode tersebut, keberadaan 
seorang pemimpin yang masih dianggap sebagai keturunan dewa dan atau 
maddaratakkuq (berdarah putih/suci) semakin tergeser sebagai nilai 
kepercayaan yang dulu. Walau demikian, pemahaman masyarakat kuno periode 
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Galigo dan lontara’ tentang pemimpin yang karismatik (mempunyai titisan 
dewa) sebagai kepercayaan kuat masih nampak, hingga berakhirnya masa 
Kerajaan.  
Nilai sosial yang berlaku pada waktu lalu menggambarkan tentang 
bagaimana layaknya seorang menjadi pemimpin. Bila sang penguasa tidak 
memiliki atau rendah moralnya maka seorang tersebut tidak mendapat 
dukungan dan kecintaan dari rakyatnya. Dalam konteks itulah, kualitas moral 
harus diperhatikan oleh seorang raja/karaeng selama masa pemerintahannya. 
Bagaimana agar moral seorang raja atau karaeng dapat dikontrol. Dalam hal ini 
pentingnya budaya siri’ berperan dalam kehidupan masyarakat. Salah seorang 
informan H.Tagu mengatakan :  
“Moral dalam sebuah kepemimpinan merupakan aspek penting 
sebab moral lah yang membentuk sikap dan tingkah laku seorang 
pemimpin. Seperti hal nya didesa ini budaya siri sangat kental 
dalam kehidupan masyarakat karena inilah yang dijadikan pedoman 
masyrakat berperilaku”.23 
 
Seorang pemimpin adalah panutan, ia adalah simbol dari adat, semua 
sisi dari dimensi kehidupan seorang pemimpin atau perilaku karaeng  dan 
hubungan-hubungan sosialnya adalah pencerminan panggadakkang. Di satu 
sisi karaeng sebagai suatu sosok tunipinawang (panutan) sedangkan rakyat 
sebagai sosok tumminawang (pengikut). 
Selanjutnya berbicara tentang kriteria kepemimpinan, beberapa 
bersumber dari lontara yang mengatakan bahwa seorang pemimpin ideal apabila 
memiliki empat syarat kepemimpinan yaitu: 
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1. Kacaraddekang (kepintaran) 
2. Lambusu’ (kejujuran) 
3. Kabaraniang (keberanian) 
4. Kakalumanyangang (kekayaan) 
Maksud dari perihal diatas adalah seorang pemimpin yang cerdas, cendekia 
memimliki empat unsur yakni orangnya cinta pada perbuatan yang bermanfaat; 
orangnya suka pada kelakuan yang menimbulkan kamaslahatan; orangnya jika 
menemukan persoalan selalu berusaha mengatasinya; dan jika melaksanakan 
segala sesuatu selalu berhati-hati. 
Adapun sifat lambusu’ atau jujur berlawanan dengan 
sifat  jekkong  (curang). Lambusu’ ; kejujuran mengandung empat hal utama 
yaitu: 
1. Tutui (berbuat cermat) 
2. Baji bicara (bicara yang benar) 
3. Anggau’ baji (melakukan perbuatan yang bermanfaat) 
4.  Kuntu injeng (bekerja dengan penuh kesungguhan dan bertanggung jawab) 
Dikatakan pula bahwa seorang pemimpin yang jujur mencerminkan pribadi 
pemaaf artinya jika orang berbuat salah padanya, dia lantas memberi manfaat, 
jika diserahi amanat, dia tidak khianat, jika bukan bagiannya dia tidak 
menserakahinya, dia bekerja untuk kebaikan orang banyak, bukan untuk 
dirinya. 
Kabaraniang atau sifat pemberani pada hakekatnya mengandung empat 
unsur yakni pertama Tammallakkai nipariolo artinya tidak takut jadi pelopor, 
kedua Tammallakkai nipariboko artinya tak takut berdiri dibelakang dalam 
artian memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih potensial (bersikap 
demokratis), ketiga Tammallakkai allangngere’ kabara artinya tak gentar 
mendengar kabar baik maupun buruk, menerima kritik dan saran dari orang lain, 
berjiwa besar dan mempunyai sifat ingin tahu dan terakhir yaitu Tammallakkai 
accini bali’ artinya tak gentar menghadapi lawan, baik dalam berunding 
maupun berperang, tegas dan konsisten. 
Berlandas berbagai tata nilai kepemimpinan (pemerintahan) yang 
menitikberatkan pada etika dan moralitas politik, Kerajaan-Kerajaan di 
Sulawesi Selatan terkhusus di wilayah tompobulu di waktu lalupun membangun 
sistem pemerintahannya serta sistem politik. Sistem kepemimpinan yang 
diterapkan dalam kehidupan bernegara masyarakat di kerajaan tompobulu yang 
lebih menitikberatkan pada aspek etika dan moralitas politik seorang pemimpin 
sejak masa Galigo terlebih setelah masuknya Islam– inilah yang kemudian 
melahirkan pemimpin-pemimpin dengan kualitas moral yang diharapkan baik 
dan ideal. Dalam berbagai manuskrip tentang kepemimpinan dalam kebudayaan 
dan nilai sosial masyarakat setempat, unsur etika dan moralitas kepemimpinan 
memang merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan roda kekuasaan bagi 
seorang pemimpin. Namun tak dapat dipungkiri seiring berjalannya waktu dan 
dinamika yang terjadi setelah dan hingga saat ini terkait proses politik bahkan 
kehidupan budaya setempat mengindikasikan terjadi beberapa pergeseran nilai 
budaya dan politik lokal. 
Salah satu fenomena manusia dan kebudayaan adalah masalah polarisasi 
sosial yang terbentuk dalam stratifikasi sosial suatu masyarakat. Pada dasarnya 
stratifikasi sosial relatif beragam khususnya dalam konteks kekinian, misalnya 
dimensi usia, agama, pendidikan formal, pekerjaan, penguasaan ekonomi dan 
lain sebagainya. Berbagai dimensi stratifikasi umumnya memiliki signifikansi 
dan kadar pengaruhnya juga berbedabeda serta tidak sama kuat yang bergantung 
pada akomodasi dan bentuknya pada masing-masing kebudayaan dan konteks 
perkembangan masyarakatnya. Hal yang menarik adalah kecenderungan 
konsepsi status sosial yang menonjol sebagai signifikansi stratifikasi sosial, 
utamanya didaerah yang masih menganut akar-akar budayanya, yang dalam 
tatanan kebudayaannya masih melegitimasi status sosial sebagai salah satu yang 
mendeterminasi tatanan relasi antar individu dalam masyarakatnya. Meski 
kemajuan dan perubahan masyarakat berjalan dalam dinamikanya, tetapi 
kecenderungannya hanya berubah tataran kekuatan dan kadarnya yang 
memungkinkan status sosial dalam suatu masyarakat masih tereproduksi 
sehingga orientasi dan implikasinya terlihat dalam struktur masyarakat, salah 
satunya dalam ranah politik cukup mempengaruhi hirarki kekuasaan. Salah 
seorang informan selaku kepala desa mengatakan : 
“Dahulu Desa Datara dipimpin oleh seorang Gallarang/Keturunan 
bangsawan bernama Dg.Sarada, Selanjutnya tahun 1940 H.Ibrahim 
dg Nai ditunjuk sebagai Gallarrang pengganti Dg Sarada.dan 
Sekitar Tahun 1950  Kerajaan Datara menjadi Desa,  Kepala Desa 
pada saat itu yakni H.Nuhung Dg.Se’re . namun sekitar pada tahun 
2000 terjadi perubahan yakni kalangan bangsawan tidak lagi 
mendominasi
24
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Di Kecamatan Tompobulu  dari  aspek status membagi masyarakat ke 
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dalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang disegani atau terhormat 
dan kelompok masyarakat biasa. Kelompok masyarakat yang terhormat, 
umumnya menekankan arti penting akar sejarah yang dijadikan dasar untuk 
membenarkan kedudukan istimewa mereka di masyarakat. Seorang keturunan 
bangsawan, misalnya akan selalu tampil terhormat di masyarakat, dan dalam 
beberapa hal tidak memperlihatkan ketertarikan untuk memasuki atau dimasuki 
kelompok biasa karena ada keinginan untuk mempertahankan kemurnian darah 
kebangsawanan-nya. Kelompok masyarakat yang dihormati tidak selalu mutlak 
dari mereka kaum bangsawan atau keluarga raja melainkan juga bisa dari 
kalangan tokoh atau pemuka agama, orang yang memiliki kekayaan dan 
penguasaan ekonomi maupun orang yang telah mendapatkan prestasi 
pendidikan.  
Pola patronase dalam masyarakat otomatis akan selalu hadir dalam 
kehidupannya, sejak masa lalu hingga pada saat yang sekarang. Patronase dalam 
kehidupan sosial dan politik menggambarkan hubungan masyarakat dalam 
berkehidupan. Pada masa lalu gambaran pola patron klien dalam masyarakat 
tompobulu begitu diidentikkan dengan kehadiran posisi khusus yang diisi oleh 
kalangan bangsawan/karaeng diikuti oleh keluarga dan kerabat dekat begitu 
seterusnya hingga pada waktu kemudian pola tersebut mengalami perubahan 
tentang gambaran patron yang mengisi posisi kekuasaan di tengah masyarakat. 
Dijelaskan sebelumnya bahwa patronase tidak lagi menjadi asumsi sosial ketika 
posisi tersebut diotoritaskan kepada kalangan tertentu saja, namun posisi 
seorang patron berdasarkan akumulasi modal sosial, ekonomi dan politik yang 
dimiliki oleh seseorang. Hal tersebut menurut penulis terekam dalam bentuk 
polarisasi sosial yang terjadi seiring waktu dan perubahan yang terjadi baik 
secara kultus budaya, ekonomi dan aspek sosial lainnya. 
Salah satu faktor yang dapat dipergunakan untuk menelaah masalah 
polarisasi sosial dalam masyarakat adalah melalui distribusi kekuasaan
25
. 
dimana dimensi kekuasaan tersebut terasosiasi dalam konsepsi stratifikasi sosial 
yang menghasilkan suatu telaah tentang pengaruhnya dalam praktik-praktik 
politik. Pada ranah politik, suatu fenomena menarik adalah persoalan manakala 
status dikaitkan dengan praktik-praktik yang dilakukan suatu kelompok 
masyarakat dalam berpolitik. Suatu akar budaya seperti yang penulis asumsikan 
sebelumnya tentang  identitas dirinya melalui sebuah akar sejarah dan 
dikonstruksikan dalam budaya tertentu. Kecenderungannya kemudian tidak lain 
memunculkan pemilahan masyarakat pada dua kelompok, yaitu mereka yang 
memiliki kekuasaan politik dan kelompok masyarakat yang tidak memilikinya. 
Pada proses konstruksi mempertahankan kekuasaan sebagai bagian dari warisan 
(sejarah) budaya, dimensi status kemudian direproduksi sedemikian rupa dalam 
masyarakat. Meski bukan merupakan faktor tunggal, namun pada kadar tertentu 
reproduksi status cukup mempengaruhi dalam kebudayaan tertentu dalam 
mengakomodasi kekuasaan dan dihadirkan dalam praktik-praktik politik 
sebagai bagian dari upaya dominasi. Hal yang sama diungkapkan Bourdieu
26
 
dalam konteks pendidikan dimana kekuasaan simbolik diperlukan dalam rangka 
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dominasi atas kelompok yang tidak beruntung, dimana kekuasaan tersebut 
bekerja dalam memaksakan prinsip-prinsip konstruksi realitas.  
Kehidupan manusia di dalam bermasyarakat setidaknya dalam era 
modern ini selalu berada dalam rangkaian pengaruh sistem politik dan 
bernegara. Sebagai salah satu bentuk peran dan pemenuhan kebutuhan 
berorganisasi dan penguasaan sumber-sumber daya melalui pranata-pranata 
yang ada di dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah melalui pranata 
politik. Dalam konteks era saat ini, setidaknya setiap warga masyarakat dalam 
bernegara selalu bersentuhan dengan politik praktis baik yang bersimbol 
maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau 
tidak langsung dengan praktik-praktik politik yang terjadi dalam realitas sosial 
budaya. Jika secara tidak langsung, hal ini memberikan gambaran bahwa 
individu atau kelompok tersebut sebatas mendengar informasi, atau berita-berita 
tentang peristiwa politik yang terjadi. Apabila secara langsung, berarti individu 
atau kelompok tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu. Terkait masalah 
praktik politik dan penguasaan dalam ranah-ranah politik termasuk dalam ruang 
institusi politik suatu masyarakat sebagai implikasi dari faktor budaya tertentu, 
Gabriel Almond
27
 mengajukan tesis bahwa sebelum kebijaksanaan politik dan 
tujuan ditetapkan, individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat, 
harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin 
mereka dapatkan dari politik. Kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian 
digabungkan dengan menjadikan alternative-alternatif kebijaksanaan 
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selanjutnya dipertimbangkan untuk ditentukan sebagai pilihan.  
Dengan ini penulis mengindikasikan implementasi dan proses 
perwujudan dari kepentingan individu maupun kelompok melalui ruang-ruang 
politik adalah bagian dari strategi dalam membentuk suatu konstalasi kekuasaan 
yang direproduksi dari berbagai generasi dalam tatanan kulturalnya. 
Strategi-strategi politik dapat saja terpengaruh melalui suatu bentuk budaya 
tertentu, sehingga strategi tersebut dapat diamati melalui cara suatu masyarakat 
dalam menjalankan pemerintahan di daerah bahkan dalam konteks 
pemerintahan desa. Institusi-institusi dan instrumen politik yang digunakan 
individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam arena pemilihan 
politik dibandingkan dengan proses sebelumnya telah mengalami 
perkembangan yang tentu saja juga mengalami perubahan bahkan tiudak sedikit 
menggeser fungsi dan porsi sebuah nilai sosial yang digunakan lama 
sebelumnya oleh institusi sosial dan masyarakat setempat.  
Dalam kondisi normatif pada saat ini, proses politik lokal sudah 
diakomodasi dalam sebuah sistem politik baku melalui undang-undang, namun 
secara umum dalam kondisi masyarakat, praktek-praktek tertentu yang sedikit 
banyak terpengaruh melalui budaya yang ada dalam satu daerah tertentu 
misalnya penguasaan modal simbolik ataupun status sosial masih digunakan 
namun tidak sebesar seperti fungsi dan keberadaannya seperti dahulu utamanya 
dalam menjelaskan proses dalam pembentukan modal simbolik ataupun status 
sosial yang dimiliki oleh seseorang, khususnya seorang aktor atau calon pada 
sebuah pemilihan semisal pemilihan kepala desa di Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Gowa.  
Salah satu hal yang sangat mendorong eksistensi kepercayaan 
tradisional bertahan dalam pemahaman masyarakat setempat pada beberapa 
periode tahun sebelumnya adalah pelaksaan kepercayaan, rasa kepasrahan pada 
nilai sosial dan ritus budaya itu sendiri. Seperti pada penjelasan sebelumnya, 
seperti contoh dalam kondisi masyarakat setempat dalam menentukan 
pemimpin, terdapat ritual dan lain sebagainya yang mengantar seorang kalangan 
bangsawan menjadi seorang pemerintah atau pemegang otoritas kuasa di 
wilayah tersebut. Tidak hanya itu posisi tersebut kemudian menggaris tebalkan 
gambaran pola patron klien yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Seorang 
keturunan bangsawan ataupun yang berasal dari keturunannya serta kerabat 
dekatnya begitu Nampak menjadi pengisi posisi seorang patron dalam berbagai 
aspek kehidupan sehari-hari. Dari hal tersebut menjelaskan tentang modal yang 
dimiliki oleh seorang yang berasal dari kalangan tertentu yang berpengaruh 
khususnya di wilayah kecamatan Tompobulu. 
Gambaran patron klien secara sederhana dapat dilihat sebagaimana 
hubungan masyarakat antara yang memiliki sebuah modal sosial dan politik dan 
yang membutuhkannya. Pada beberapa periode tahun kebelakang utamanya 
pada periode tahun 2000-an. Masyarakat Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Gowa sudah terlihat jelas berbeda tentang struktur dan komposisi dari hubungan 
patron klien yang ada di tengah masyarakat termasuk dalam kehidupan politik 
lokalnya. Pergeseran nilai-nilai sosial yang berlangsung sudah lama seiring 
dinamika waktu dan prosesnya secara umum menjadi bagian yang 
menyebabkan perbedaan tersebut berikut implikasinya pada nilai politik lokal 
yang berlangsung pada saat ini dan nilai politik masa lalu sebagai perbandingan. 
Beberapa hal telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, untuk lebih 
jelasnya tentang penyebab pergeseran nilai tersebut akan penulis paparkan pada 
bagian berikutnya. 
B. Faktor Penyebab Pergeseran Nilai Nilai Politik Lokal di Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Gowa Dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa 
Nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat, begitu kuat 
mengakar sejak waktu lalu hingga sekarang, namun tidak dapat dipungkiri pula 
seiring perkembangan situasional dan diikuti oleh dinamikanya, nilai-nilai 
sosial dalam lingkaran budaya yang menjadi tata aturan hidup dalam segala hal 
bidang kehidupan bermasyarakat oleh setiap individu dan kelompok sosial 
secara keseluruhan beberapa dari keseluruhan kumpulan nilai tersebut 
mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut tergambarkan dalam bentuk seleksi 
sosial yang dapat dilihat dengan pola tindakan individunya ataupun masyarakat 
secara umum pada suatu territorial wilayah yang melembagakan tata aturan 
tersebut sebagai sebuah instrument budaya. Beberapa nilai tersebut berimplikasi 
terhadap banyak hal termasuk kedalam ranah konsepsi kepemimpinan dan 
termasuk proses politik lokal yang berlangsung. Seperti pada pembahasan 
sebelumnya yang menjelaskan tentang adanya pergeseran nilai dari waktu ke 
waktu. Sebagai contoh ritual kegiatan dalam proses penentuan pemimpin, 
kepercayaan tentang kriteria kepantasan yang dipahami masyarakat pada sosok 
seorang yang akan didukung dalam sebuah pemilihan serta konstelasi politik 
lokal khususnya dalam konteks pilkades di Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Gowa hingga pada saat ini yang telah melewati beberapa kali tahapan pemilihan 
langsung. Dari keseluruhan perihal tersebut menjadikan anasir menarik bahwa 
nilai-nilai sosial yang sejak dahulu mengakar kuat dalam kepercayaan sosial 
masyarakat pun dalam kurun waktu tertentu mampu mengalami pergeseran. 
 
a.  Kebutuhan yang ingin dipenuhi 
Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas mengenai apa 
faktor penyebab pergeseran nilai politik lokal di kecamatan tompobulu serta 
gambaran mengenai cara masyarakat dalam memilih sosok pemimpin 
dahulu hingga sekarang . pada umumnya para ilmuwan menyebutkan dua 
faktor yang menyebabkan terjadi perubahan , yaitu konflik kepentigan dan 
gagasan nilai-nilai baru. Sejumlah ilmuwan menunjukkan konflik 
kepentingan diantara berbagai kelompok (kelas ataupun asosiasi) sebagai 
penyebab utama perubahan politik  menurut pandangan ini, perubahan 
merupakan hasil interaksi keepentingan yang secara ketat dikontrol, bahkan 
ditentukan  oleh posisi sosial atau kondisi materil elit yang terlibat. Bagi 
pandangan yang bersifat materialistis ini, gagasan dan nilai merupakan 
pencerminan dari kepentingan saja.  seperti yang dikatakan salah seorang 
narasumber :  
“Secara pribadi ketika ingin memlilih kepala desa saya 
mempertimbangkan apakah sang calon dapat membantu saya dalam 
hal pengadaan pupuk dan kebutuhan bertani lainnya karna profesi 
saya sebagai petani yang sangat membutuhkan hal tersebut.”.28 
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 Dari penjelasan narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
salah satu faktor penyebab masyarakat memilih kepala desa karena adanya 
kepentingan tertentu yang harus terpenuhi. Hal tersebut telah 
mengindikasikan bahwa pola patronase dalam masyarakat sedikit 
banyaknya telah terpengaruh dengan adanya unsur pilihan rasionalitas atas 
pemenuhan kebutuhannya pada saat itu juga. Namun yang harus menjadi 
perhatian demi perkembangan kehidupan politik ideal, adalah situasi 
dimana faktor finansial dan yang bersifat materialistik pragmatis demi 
kepentingan politik elit semata harus dipahami sebagai penghambat 
kehidupan politik yang dicita-citakan bersama. Meski disadari bersama tak 
jarang strategi sedemikian sering dilakukan oleh seorang actor/calon dalam 
pemenangan, dalam memikat dukungan massa pada pemilihan langsung.  
Keadaan dan situasi sosial serta politik masyarakat setempat 
memang masih terdapat terdapat persamaan dengan pola patronase di waktu 
lalu, namun yang membedakannya adalah perhitungan kompensasi atas jasa 
yang telah didapatkannya, baik secara ekonomi, batiniah, perlindungan dan 
lain-lain yang bersifat terus menerus dan tidak terputus antara hubungan 
sang patron dan klien pada saat itu saja seperti halnya konsepsi Prof. 
Mattulada yang menyebutnya dengan istilah mappinawang. Pola patronase 
yang berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis mendapatkan bahwa 
hubungan sosial dan politik pada saat ini di wilayah setempat bisa saja 
berubah tergantung dari aspek rasionalitas yang dipahami masyarakat 
kecamatan tompobulu pada umumnya termasuk khususnya pada penentuan 
dukungan kepada aktor politik dalam suksesi pemilihan kepala desa. 
 
b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik 
 Dalam observasi dilapangan penulis juga mendapati salah satu 
faktor penyebab pergeseran nilai politik di daerah tersebut karena  
pemahaman masyarakat  akan  pendidikan politik yang masih  rendah. 
Atau dengan kata lain perkembangan dan perbedaan situasi yang ada tidak 
diikuti oleh pola transformasi pengetahuan yang dibutuhkan contohnya 
pendidikan politik guna menselaraskan dinamika tersebut. Berbeda halnya 
dengan proses sosial dan politik masa lalu yang diikuti oleh tatanan adat, 
nilai, norma dan etika yang kuat sebagai kepercayaan yang menjadi payung 
proses tersebut. Di kecamatan Tompobulu masih terlihat pula watak dasar 
politik patrimonial yang tetap berlangsung, namun dengan format dan 
tampilan yang berbeda ditandai dengan menyebarnya kekuasaan ke 
sejumlah titik yang lebih merata seiring dengan perubahan kebijakan 
desentralisasi politik. Para penguasa lokal memerankan diri sebagai raja 
bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan loyalitas politik dan atau 
sumber daya material (uang). Pemeran politik patrimonial bukan lagi 
terpusat pada individu, tetapi lembaga sosial politik ataupun asosiaso sosial 
yang memiliki akumulasi modal yang lebih. Berkaitan dengan hal tersebut 
salah satu narasumber mengatakan : 
“Didaerah ini masih saja ada masyarakat yang belum mengerti 
mengenai proses pemilihan kepala desa barangkali aparat 
pemerintahan belum bekerja secara maksimal dalam melakukan 
pendidikan politik kepada masyarakat . hal tersebut bisa saja 
dimanfaatkan calon kepala desa agar lebih mudah mempengaruhi 
pilihan masyarakat
29
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Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masih ada masyarakat 
di daerah tersebut yang  begitu belum  paham mengenai proses pemilihan 
termasuk pemaknaan masyarakat tentang proses politik itu sendiri yang 
telah berlangsung lama di wilayah setempat, salah satu contohnya adalah 
pelaksanaan ritus kebudayaan dalam menentukan pemimpin. Dalam hal ini 
sesuai dengan dinamika kekinian, dibutuhkan peran dari aparatur Negara, 
tokoh masyarakat ataupun pemerhati kearifan lokal yang memiliki 
kontribusi dalam pembangunan, pemberian pendidikan politik kepada 
masyarakat agar masyarakat paham bagaimana berdemokrasi sebagai sistem 
politik kekinian yang baik dan sadar akan hak-hak nya. 
Berbicara tentang gambaran pergeseran atau perubahan tatanan nilai 
sosial yang berhubungan dengan komposisi kekuasaan setempat, pasti akan 
membicarakan tentang konsepsi patron klien yang hadir di tengah 
kehidupan masyarakatnya. Fungsi dari keberadaan posisi sebuah patron 
turut mendukung jalannya proses politik lokal di wilayah tersebut. Seorang 
patron memiliki posisi khusus serta akumulasi modal di tengahnya. Sesuai 
dari pembahasan sebelumnya bahwa patronase pada saat ini tidak hanya 
berasal dari struktur sosial tertentu seperti kehidupan masyarakat tradisional 
dahulu. Komposisi dan kelas-kelas sosial pada saat ini agaknya telah 
menjadi kabur, dalam artian posisi tersebut dapat diisi oleh berbagai 
kalangan bergantung pada predikat dan raihan modal sosial, ekonomi dan 
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lain sebagainya. Seorang tokoh berpengaruh tidak hanya bersandar para 
predikat seorang keturunan bangsawan atau pemuka agama saja namun 
tokoh-tokoh masyarakat yang mendapat tempat simpati masyarakat akan 
menjadi pokok penting dalam meninjau kehidupan politik lokal khususnya 
dalam kontestasi politik di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 
Tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan tompobulu ikut serta 
mempengaruhi dinamika politik yang terjadi. Tokoh Masyarakat pada 
umumnya merupakan suatu kolektifitas dari individu-individu yang tinggal 
dan menetap pada suatu wilayah yang sama dan saling berinteraksi satu 
sama lain, sehingga kumpulan individu-individu ini mempunyai 
karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Maka 
dari itu sesuai yang dikemukakan oleh Drs.Ng. Philipus,M.si. dan Dr. Nurul 
Aini, M.S. bahwa ilmu sosial mencoba memahami, menelaah, meneliti, 
mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara satu 
masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami tingkah 
laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dengan 
masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam 
masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu 
dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, 
menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat 
dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Ia juga 
mencoba memahami pikiran, ide, gagasan; lembaga-lembaga yang 
mewujudkan ide, gagasan dan pikiran itu; struktur sosial yang muncul akibat 
dari perbedaan pemilikan atas barang-barang yang dianggap bernilai; 
persaingan dan konflik yang timbul akibat dari usaha memperebutkan 
nilai-nilai yang dianggap bernilai; perubahan-perubahan sosial, baik dalam 
artian pikiran, gagasan, struktur sosial maupun dalam artian lembaga sosial 
secara keseluruhan.
30
 
 
 
c. Munculnya figur / tokoh baru dalam masyarakat 
Eksistensi tokoh masyarakat sebagai perwujudan dari masyarakat itu 
sendiri sebagaimana halnya penelitian yang telah lakukan di kecamatan 
Tompobulu  bahwa identifikasi struktur sosial dan kekuatan politik dari 
latar belakang kalangan tertentu bahkan kepercayaan dahulu yang begitu 
kuat dalam beberapa periode waktu tertentu, tidak menjamin adanya suatu 
kekuatan yang menggerakkan masyarakat apalagi mempengaruhi perilaku 
memilih masyarakat. Terkadang eksistensi tokoh masyarakatlah yang 
menentukan kemana pilihan masyarakat dijatuhkan.  Salah seorang tokoh 
masyarakat mengatakan : 
“Masyarakat didaerah ini masih percaya akan tokoh tokoh yang 
berasal dari kalangan keturunan karaeng karena mereka anggap 
dari golongan inilah yang mampu menjaga nilai nilai yang dahulu 
sejak ada. Antara lain nilai moral dan etika tapi lama kelamaan 
pilihan orang disini mulai berubah saya lihat masyarakat tidak 
bergantung lagi dengan itu. Karena sudah banyak bermunculan 
tokoh tokoh yang dianggap mampu diluar kalangan tersebut”31 
 
Dari hasil wawancara tersebut penulis menganggap adanya 
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Hubungan antara tokoh masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, yakni 
hubungan antara tokoh masyarakat yang memiliki sumber kekuasaan dan 
kekuasaan aktual dengan masyarakat yang dikuasai. Ini juga sangat relevan 
dari apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang memberikan 
diferensiasi antara kekuasaan dengan kewenangan (authority atau legalized 
power) ialah bahwa kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat 
dinamakan kekuasaan. Pada konteks kehidupan politik lokal di wilayah 
Tompobulu, pembentukan dan lahirnya seorang yang memiliki pengaruh 
dan kekuatan politik tidak lagi terlalu bersandar pada gelar kebangsawanan 
dan kearifan yang dimilikinya, namun lebih kepada rasionalitas masyarakat 
dalam hal ini pemilih yang melihat dari apa yang dimiliki oleh seseorang 
yang mengantarkannya sebagai tokoh berpengaruh atau seorang patron baik 
dalam hal politik, sosial dan status ekonomi. Seperti halnya dalam artian 
yang lebih luas, yakni wewenang seorang tokoh yang memiliki pengaruh 
dan kekuasaan adalah kekuatan yang ada pada seseorang atau kelompok 
orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari 
masyarakat. Legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada figur 
idolanya, biasanya menjadi barometer kekuasaan sang elit. Dari hal tersebut 
mengindikasikan bahwa perubahan dan persegeran nilai sosial menjadi awal 
gambaran kehidupan politik kekinian yang diikuti oleh dinamika kehidupan 
masyarakat baik dalam ranah sosial keseharian serta pada konteks suksesi 
politik. 
Legitimasi  terhadap figur tokoh masyarakat tentunya tidak bisa 
lepas dari suatu pahaman bahwa dominasi etnisitas yang dewasa ini muncul 
sebagai kekuatan politik mampu mendongkrak suatu bangunan politik 
didaerahnya. Suatu kekuatan yang bersifat sakralistik yang mengiringi arus 
demokratisasi di tingkat lokal. Perilaku memilih tokoh masyarakat  
cenderung diarahkan oleh kuatnya ikatan subjektif-psikologis yang syarat 
dengan primordialisme radikal. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan 
yang membentuk perilaku masyarakat yang dapat melegitimasi suatu rejim 
atau sistem politik tersebut dikemukakan dengan baik oleh Gabriel A. 
Almond dan mengatakan bahwa, berbagai mithos, doktrin dan filsafat politik 
menanamkan suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan 
norma-norma kepada setiap generasi. Pernyataan salah seorang narasumber 
mengatakan : 
“Salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat disini 
adanya unsur keluarga atau kerabat karena jika ada masyarakat 
yang mempunyai hubungan keluarga pada  salah satu calon kepala 
desa maka mereka akan mendukung calon tersebut. sebagian 
masyarakat juga masih mendengar petuah orang orang tua hal ini 
juga mempengaruhi pilihan masyarakat”.32    
 
Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa 
Unsur-unsur yang sangat menentukan dalam proses penanaman atau 
pewarisan nilai-nilai itu adalah orang tua, saudara, teman sepergaulan, guru, 
organisasi dan pemimpin masyarakat, Proses menanamkan rasa-terikat 
(attachment) pada diri anggota masyarakat ini kemudian menjadi berakar 
sangat kuat berhubungan erat dengan gambaran kontestasi pemilihan politik 
saat ini di kecamatan Tompobulu. Secara empiris terbukti bahwa dalam 
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sistem politik yang dapat bertahan hidup paling lama, pasti terdapat 
dukungan yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh keyakinan yang 
mendalam.
33
 
Kecenderungan perilaku yang melatar belakangi perilaku memilih 
tokoh masyarakat ini termanifestasi dalam bentuknya yang konkrit, yakni 
pola berpikir serta tindakan masyarakat yang cenderung melihat cara 
pandang figur idolanya adalah cara pandang yang harus diikuti seluruh 
masyarakat secara kolektif. Adanya suatu Kecenderungan perilaku yang 
bersifat umum (general will), dan terkontruksi secara sistematis dan 
mengakar dan  merupakan hal yang wajar, karena menurut Gene Sharp dan 
David Easton bahwa alasan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu 
tradisi yang mengikat, kesetiaan pada kelompok, dan kesadaran hukum yang 
berlaku pada saat itu serta pada situasi sosial di wilayah setempat. 
 
Dari berbagai penjelasan sebelumnya terkait gambaran umum 
kehidupan politik lokal khususnya di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 
pada konteks pemilihan kepala telah jelas mensaratkan adanya dinamika atau 
perubahan bentuk dan warna suksesi kepemimpinan di wilayah setempat. 
Penggalan nilai-nilai luhur yang menjadi tatanan nilai dan etika yang 
berlangsung sejak dahulu kemudian tergantikan dengan situasi kehidupan sosial 
dan politik yang baru. Konsepsi kepemimpinan dan pemegang otoritas 
kekuasaan yang selama ini khususnya pada beberapa periode waktu jauh 
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sebelumnya menyandarkan pada sebuah status bangsawan sebagai patronase 
telah mengalami perubahan. Dari dinamika itu pulalah yang menjadi tolak ukur 
guna menggambarkan proses politik yang berlangsung utamanya pada 
pemilihan kepala desa setempat. Pada akhir pembahasan, penulis menganggap 
bahwa nilai-nilai sosial serta beberapa muatannya yang luhur memiliki 
keideaalan sebagai instrument inti yang kemudian termasifestasikan dalam 
pembangunan politik setempat sejak dahulu, namun sebagai logika umum 
bahwa seiring perkembangan waktu dan dinamika proses di dalamnya akan 
turut membawa perbedaaan besar dalam kehidupan sosial dan politik tersebut 
jika dijadikan sebagai perbandingan.  
Kehidupan demokrasi pada saat ini yang membuka pintu lebar dalam 
momen kontestasi politik membawa banyak hambatan dan rintangan dalam 
mencapai kehidupan politik ideal serta dicita-citakan bersama, maka dibutuhkan 
pendidikan politik yang berkelanjutan sebagai transformasi pengetahuan 
masyarakat guna menselaraskan dengan perkembangan dan dinamika yang ada. 
Bahkan menurut penulis dari beberapa muatan nilai-nilai sosial yang sejak 
dahulu ada mampu menjadi referensi yang kontributif dalam pembangunan saat 
ini utamanya dalam kehidupan politik lokal di Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Gowa. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dalam sistem kepemimpinan tradisional sebagaimana yang ditampilkan 
oleh raja/karaeng di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di daerah Gowa 
termasuk di wilayah Tompobulu pada khususnya menunjukkan bahwa 
model-model kepemimpinan raja-raja bersumber dari naskah lontara. 
Sebagaimana ditegaskan oleh Mattulada bahwa dalam sistem kepemimpinan 
tradisional seperti yang tersirat dan tersurat dalam naskah lontara, rakyat, raja 
atau kelompok bangsawan (penguasa) merupakan unit sosial yang utuh. Dua 
komponen sosial ini pada hakekatnya tidak terpisahkan. Mekanisme kehidupan 
politik dan sosial-budaya saling terkait dalam struktur sosial.  
Saratnya nilai-nilai sosial sebagai tatanan nilai, norma dan etika dalam 
kehidupan masyarakat, menjadikan sebagai stimulus pembentuk proses sosial 
bahkan dalam kehidupan politik lokal setempat. Dari penjelasan 
sebelum-sebelumnya tentang konsep kekuasaan dan sistem pemerintahan yang 
pernah terjadi di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa (Tompobulu) 
mengindikasikan sebuah proses sosial yang bernilai luhur yang semenjak 
dahulu hingga beberapa zaman berikutnya  tetap dipegang teguh sebagai nilai 
bersama tetapi dalam proses waktu mengalami sebuah dinamika khususnya 
dalam konteks politik misalnya saja tentang rasionalisasi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap menentukan sosok dan kriteria pemimpin atau 
penyelenggara kekuasaan, hal ini pula berhubungan dengan pola patron klien 
yang terjadi seiring waktu dan bentuk dinamikanya. Penjelasan tentang pada 
periode tertentu terjadi pelapisan golongan sosial beserta implikasi dari 
pembentukan strata sosial seperti halnya dalam kepercayaan masyarakat 
terhadap golongan penguasa dan yang menjadi rakyat biasa atau pengikutnya, 
masyarakat dulu meyakini bahwa seseorang yang dipilih atau diangkat menjadi 
penguasa adalah berasal dari kaum Aristokrat/bangsawan sampai pada hal 
penentuan pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa namun sesuai 
dengan dinamika politik lokal mengindikasikan terjadinya sebuah pergeseran 
nilai. Misalnya dalam pemilihan umum sekarang ini kriteria atau pilihan 
masyarakat tersebut tidak bergantung lagi pada hal tersebut. 
Dari hasil penelitian dan pembahasann pada tulisan ini, penulis 
menyimpulkan bahwa pola patronase yang menjadi salah satu indikator untuk 
menggambarkan proses sosial dan politik setempat di kecamatan tompobulu 
pada konteks pemilihan kepala desa, dalam tataran nilai-nilai sosial yang telah 
sejak dahulu berlaku sebagai perbandingan telah mengalami pergeseran dan 
perubahan. Posisi khusus di tengah kehidupan masyarakat pada periode waktu 
lama sejak dahulu sebagai implikasi berlakunya nilai sosial yang mengakar kuat 
mengarah pada kalangan bangsawan/karaeng yang menjadi seorang patron 
memiliki pengaruh sekaligus pemilik akumulasi modal sosial dan politik di 
wilayah tersebut, pada perkembangan telah berganti komposisi serta gambaran 
instrumen politik yang menentukan.  
Gambaran patron klien terkhusus pada pengaruhnya ke politik lokal 
setempat menampilkan lanskap kekuatan politik yang berbeda dibandingkan 
dengan proses politik jauh waktu sebelumnya. Pola patronase pada saat ini bisa 
bersumber dari akumulasi modal sosial, ekonomi/finansil dan lain sebagainya 
yang dimiliki oleh seseorang dari berbagai kalangan ataupun golongan untuk 
mendapat tempat khusus bahkan simpati dukungan masyarakat sebagai 
konstituen dalam pemilihan langsung dalam hal ini pemilihan kepala desa di 
Kecamatan Tompobuliu Kabupaten Gowa. 
Salah satu penyebab pergeseran nilai sosial yang kemudian berefek pada 
perubahan konstelasi politik lokal setempat adalah ritus dan kepercayaan 
tradisional sudah tidak diimplementasikan lagi, hal tersebut bersifat wajar 
sesuai dengan kebutuhan sosial dan politik bagi seluruh masyarakat setempat. 
Namun bagi penulis, perkembangan tersebut seharusnya diselaraskan dengan 
bentuk transformasi pengetahuan lokal masyarakat agar menjadi penuntun 
proses yang ideal dan dicitakan bersama seperti halnya berjalannya pendidikan 
politik yang berkelanjutan kepada seluruh elemen masyarakat. 
  
 
  
 
 
 
 
 
B. Saran  
1. Pendidikan politik yang berkelanjutan utamanya dilakukan oleh pihak-pihak 
terkait, baik dari jajaran pemerintahan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan 
pihak terkait lainnya guna menciptakan proses politik lokal sesuai dengan 
muara sistem politik demokrasi yang ideal. Pemilihan kepada desa 
merupakan momentum politik penting guna melaksanakan pembangunan 
nasional dari aras bawah. Sudah menjadi hal yang seharusnya menjadi 
pembelajaran dan pengembangan dilakukan secara terus menerus mencari 
formulasi terbaik untuk membangun sistem politik yang terbaik demi 
kepentingan masyarakat banyak. 
2. Nilai-nilai sosial bersifat luhur yang mengakar kuat dalam kehidupan 
masyarakat sejak dahulu, menurut penulis sebagian besarnya mampu 
dijadikan sebagai perihal yang kontributif membangun kehidupan 
berdemokrasi, seperti salah satu contohnya adalah tentang nilai dan etika 
kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin harus menjadi teladan kepada 
rakyatnya dan lain sebagainya.  
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